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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang  sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.” {Q.s. An-Nisa’ : 58).
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BEBERAPA CATATAN TEKNIS

A, Transliterast Arab - Latin

.

| = tidak g = S =
dilambangkan 3 = 9 =q
w =b uv = s & =k
W=t uw sy dJ =
w =8 e = sh p=m
&=i we =d O =n
&=h b =th 9=w
2=kh b=zh o=h
=d g=" £ =
Sz € =gh LS =y

. Huruf-huruf vokal pendek 7 (futhal) =a

(kasral) =i

< (dammah)=u
Untuk vokal panjang (madd) dipakai garis melengkung diatasnya : &, 1, ,

sedangkan pada madd layn ( _?9" dan:.:s o ) masing-masing ditulis : aw dan ay.

e P

I e
Misalnya : Nayl al-slwihdr ( 5 Ugﬂ‘l” L]_,_, ).

. Kata sandang alif lum ( J| ) ditulis al- ... , baik diikuti huruf Clamarivyah



< ; 3 - L
maupun huruf Syamsiyyah. Misalnya : al-Jami’ al-Shahih ( puzeal| golzdl ).

- Huruf Hamzah ( ¢ ) di pangkal kata ditulis dengan huruf vokal, tanpa didahului

‘-'9"

tanda ( ' ). Misalnya : Ahmad= so>| ; Anas= u,-.u'

Huruf & ( td" marbiithali) pada akhir nama orang, nama kota, nama aliran dan

nama-nama lainnya yang sudah dikenal di Indonesia dengan ejaan h, sering

- n.-a‘rn?

ditulis dengan huruf h. Misalnya : Abii Hurayrah = 05,0 _9_;] Makkah =

-
et -

& X al-Malikiyyah = a__ " Silell

- Kata dan istilah yang telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, sering ditulis

_)r"/nJ :’
dengan ejaan bahasa Indonesia. Misalnya : al-Qur'an = ul)_n_ll hadis =

~

L s

¢G> Rasulullah = qjj] Jguw) .

R ) =
7. w& L untuk kata benda muzakkar (masculine), tanda magrir  untuk

o o L

o] sl wVl dan yang semacamnya ditulis dengan huruf i, Misalnya ;

-

al-Bukhdri = ‘_'S_,Ln;JI Abi = : | fi= :_-;\3
B. Singkatan

saw, = ;J_A.L_; 9.;.1:0 :lir’JIL_-,\l.a;

lp. = lunpa penerbit

ttp. = tanpa tempat penerbit

123 = tanpa tahun terbit

h, = halaman

ed. = editor

dkk.. = dan kowan-kawan
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C. Penerjemahan

Khusus penerjemahan istilab-istilah yang berkenaan dengan tata cara
periwayatan hadis sebagaimana yang terdapat pada samad hadis (misalnya :
e Loa> Uyl danyang semacamnya dipakai simbol
<==>, dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti dari maran (teks)

hadis.
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan sekalian alam, shalawd: dan saldm
semoga tetap atas junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarganya dan
para sahabatnya,

Alas berkat rahmat Allah swt. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
dengan judul “SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT HUKUM
ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA.”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam, jurusan Syari’ah program
studi Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Sekolah Tinggi Agar;m Islam Negeri
Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat beberapa
kekurangan yang hal ini dikarenakan kelemahan dan keterbatasan penulis.
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bagi penulis dan para pembaca budiman.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa banyak mendapat bantuan,
bimbingan dan saran dari beberapa pihak. Untuk itu, kami sampaikan banyak
terima kasih kepada yang terhormat
l. Bapak Drs. H. Khariri Shofa, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama

Istam Negeri Purwokerto.
2. Ibu. Dra. Hj. Mahmudah, Pembantu Ketua 1 Sekolah Tinggi Agama Islam

Negerni Purwokerto.



3. Bapak Drs. H.A. Moeghofir, Ketua Jurusan Ahwd! al-Syakhshiyyah Sekolah
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4. Bapak Drs. H. Ansori, M. Ag., Ketua Prodi Ahwal al-Syakhshiyyah Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri purwokerto.

5. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.. vang telah memberikan bimbingan dan
petunjuk dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Purwokerto.

7. Siapa saja yang telah membantu terwujudnya skripsi ini yang tidak dapat
penulis sebut satu persatu.

Akhirnya penulis mengharap semoga semua bantuan tersebut menjadi

amal shdlih dan mendapatkan balasan dari Allah. Amin.

Purwokerto, 2 April 2002
Penulis,
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BAB I

PENDAIULUAN b BELE g

A, Latar Belakang Masalah

Secara fitrah. manusia dalam hidupnya senantiasa mendambakan
terwujudnya rasa keadilan. Untuk mencgakkan keadilan di muka burai 1ni,
berbagai macam hukum telah ditetapkan, baik berupa hukum yang diwahyukan
Tuhan maupun hukum ciptaan manusia sendiri. Dalam sejarah kehidupan manusia
schagai suatu komunitas di berbagai belahan dunia, sctiap masanya selalu
membutuhkan peradilan sebagai salah saw lembaga yang diharapkan menjadi
tumpuan untuk merealisasikan keadilan bagi masyarakat.

|sfam adalah agama yang sejak semula mengajarkan taat kepada hukum.
Ketaatan kepada hukum dari Allah adalah bagian dari sikap pasrah (is/dn) kepada-
Nya. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber syari’at Islam telah mengatur berbagal
hal, termasuk di antaranya adalah pentingnya peradilan untuk memberi putusan
hukam bagi orang-orang vang berperkara. Al-Qur'an misalnya menerangkan
keharusan menggunakan hukum Allah dalam menyelesaikan sctiap perkara,’ serta
mengharuskan berbuat adil dalam menyelesaikan setiap perkara.” Semangat ajaran
untuk menaati hukum dan berbuat adil itu dapat dikembangkan sccara moderen,

schingga dapat sesuai dan selaras dengan tuntutan zaman sekarang,

" Lihat, Q. 8.5 48, 49,
* Lihat, Q.5 458




Negara Kita adalah ncgara yang menganut sistem negara hukum. Scbagai
negara hukum, maka konsekuensinya semua tuindakan vang dilakukan oleh negara
harus berlandaskan dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Salah satu
ciri negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.
Sehubungan dengan itu, dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 1
mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang. Kckuasaan
kehakiman sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat | Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970, dilakukan olch pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam
suatu peradilan ada prosedur-prosedur, peraturan-peraturan dan cara-cara
seseorang melaporkan perkara ke pengadilan, vang diatur dalam suatu peraturan
khusus yang disebut dengan “hukum acara” yang di dalamnya telah mengatur
dengan jelas bagaimana seseorang dapat mempertahankan hak-haknyn dari awal
persidangan sampal putusnya suatu perkara, Dalam hukum p-:}silrif3 di Indonesia,
dikenal dua bentuk hukum acara atau vang disebut pula dengan hukum formil.*
yaitu hukum acara perdata dan hukum acara pidana.

Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting
dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan

tidak lain berdasarkan pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti. Dalam

" Nukum Positit adalah hukum vang berlaku di suatu tempat {negara) pada suatu saat,
disebut juga fuy constértin. A.G. Pringgodigdo dan Hassan Shadily (pimpinan redaksi), Ensiklopedi
Ui, Kanisius, Yopyakana, 1973, h. 526,

! Secara umum hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum materiil dan hukum formil.
Hukum materiil adalah materi hukum yang mengatur tingkah laku manusia atau yang disebut dengan



hukum acara pidana, alat-alat bukti yang diakui sah menurut undang-undang ialah :
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.’
Sedangkan dalam hukum acara perdata, alat-alat bukti yang diakui sah terdiri dan :
bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengal}_uan, ‘dan sampahan® Dengan
demikian, sumpah sebagai alat bukti hanya berlaku dalam hukum acara perdata
dan tidak diakui sah sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Hal ini terlihat
nampak berbeda dengan ketentuan hukum Islam, yang tidak hanya membatasi
keabsahan sumpﬁh sebagai alat bukti dalam perkara perdata saja, tetapi diakui pula
keabsahannya sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Ketentuan hukum Islam

tersebut tercermin dalam sabda Nabi saw, :

-

n,_.-""'_-‘_.“ ':_—

(_4535;,:)4”-' @Iczﬂw}ﬁwmrﬁ&_ﬂyl
= -
Lp—Jg_jil_)--lL.-,l: L_)J'lu-'; &L_‘I_nl__gi,_}_s'lu& C__.J_-:.u_;\.u_n

- P

UEJEL}‘SX(&‘“‘%J—'UJU‘@—UJ _l‘uri«u a_.J_c-thJ-ﬂa
(r-\_-\.l-qﬂ._}') ‘L-_L:‘_;c-ld_ll;;\::’ﬂf ugl_j(,,_%,_n‘_&;f_}_l‘k-;);‘[_ng

“(Dari jalur sanad) Muslim <=> Abii al-Thahir <=> Ahmad ibn ‘Amr ibn
Sarh <=> Jon Wahb <=> Ibn Jurayj <=> Ibn Abi Mulaykah <=> Ibn ‘Abbas
meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah saw. berkata : Sekiranya gugatan
(tuntutan) seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya banyak orang akan
menuntut (tumpahnya) darah orang lzin dan menggugat harta mereka, oleh
karenanya (ada prosedur pembuktian) bagi pihak yang dituntut (tergugat)
ada hak sumpah (untuk menolak gugatan)”. (Hadis riwayat Muslim).

noma-norma. Sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur atau menjadi pedoman tentang
bagaimana cara menerapkan hukum materiil.

* Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Ancka Ilmu, Semarang, 1996,
h. 82.

¢ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Qeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori
dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 429,

7 Abi al-Husayn Muslim ibn al-Hajj&j al-Qusyayri al-Naysabiiri, Shakth Muslim, Juz 11, Dar
al-Fikr, Beirut, 1993, h. 120.



Sumpah di dalam hukum acara perdata mempunyai peranan yang penting
dalam menyelesaikan suatu perkara. Apabila dalam suatu perkara kekurangan bukti
dalam meneguhkan gugatan, maka dapat dikemukakan sumpah dari pihak yang
berperkara. Dengan adanya alat bukti sumpah tersebut, perkara harus segera
diputuskan oleh hakim, karena hakim tidak dapat lagi meminta tambahan bukti-
bukti lain.® Dalam hukum acara perdata ada dua macam sumpah, yaitu sumpah
yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang
berperkara (terdiri dan sumpah penambah dan sumpah penaksir), dan sumpah
yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak vyang lain untuk
menggantungkan pemutusan perkara padanya (dinamakan sumpah pemutus).”

Di sisi lain, Peradilan Agama di Indonesia telah dianggap sebagai Peradilan
Islam di Indonesia dan diberi wewenang oleh peraturan undang-undang untuk
mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya. Meskipun
demikian, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan
Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU nomor 7 Tahun 1989.'°
Adapun berkenaan dengan masalah sumpah sebagai salah satu alat bukti yang
diatur dalam hukum acara perdata, adakah titik persamaannya dengan ketentuan-
ketentuan sumpah dalam hukum Islam. Bagaimana sebenarmya hukum Islam

sendiri mengatur tentang ketentuan-ketentuan sumpah sebagai alat bukti.

¥ Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, Penerbit Alumni,
Bandung, 1993, h.44.

? R. Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya
Paramita, Jakarta, Cet. XXV, 1992, h. 407. Gatot Supramono, Hukum Pembuktian, h. 45-47.



[Jari latar belakang permasalahan di atas, kiranya pokok Dbahasan
yang ingin penulis telaah lebih lanjut adalah kajian mengenai pandangan hukum
Islam dan hukum acara perdata terhadap sumpah sebagai alat bukti, untuk
diketahui persamaan dan perbedaan di antara keduanya, serta bagaimana akibat
hukum bukti sumpah menurut keduanya.

B. Penegasan Istilah Penting

Dari judul skripsi di atas, ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan
penjelasan dan penegasan. schingga akan diperoleh kejelasan arah dan maksud
kajian dari penelitian in. Istilah-1stilah tersebut adalah :

I, Sumpah © yang dimaksudkan sumpah di simi adalah pernyataan yang diucapkan
dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan, bahwa apa yang diucapkan atau yang

5 | 11
dijanjikan itu benar.

{d

Hukum lIslam : pemakaian istilah “hukum Islam’ dalam berbagai literatur

berbahasa Indonesia terkadang didentikkan dengan pengertian syari'ah dan

sering diidentikkan dengan pengertian fugh. Bahkan, ketiga istiiah tersebut
| sering disamakan pengertiannya satu sama lain. Istilah syari’eh biasanva
diartikan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya tentang
tindak-tanduk manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia

| dan di akherat."” jadi dilihat dari dalil vang digunakan adalah didasarkan pada

"W 1.8, Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Cet
V., 1982 h 975,

" Amir Svaniluddin, Pemhafiaraan Pemikivan dalam Hoakum Isfam, Anpkasa Rava,
Padang, 1990, h. 17.



nash al-Qur'an atau a/-Swmal secara langsung. " Sedangkan istilah figh sering
diartikan sebagai produk ijtihad atau pemahaman mujtahid mengenal hukum-
hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang terinci.'" Pengertian
hukum Islam di sini dimaksudkan meliputi pengertian syari'ah dan pengertian
figh. Dengan demikian, yang dimaksud hukum [slam dalam penulisan ini adalah
seperangkat peraturan atau kaidah-kaidah tentang tingkah laku manusia
mukallaf vang didasarkan pada al-Quran maupun al-Sunnah secara langsung,
ataupun sudah berupa produk ijtihad ulama (atau para ilmuowan Islam)
bei_‘dasarkan pemahamannya terhadap dalil-dalil yang terperinci.

. Hukum Acara Perdata : hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan

L2

hukum perdata materiil, atau disebut dengan hukum perdata formil."® Adapun

hukum acara perdata yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah

hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum,
C. Perumusan Masalah
Adapun inti permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 1ni adalah :

I. Bagaimana hukum Islam dan hukum acara perdata memandang sumpzh
scbagai alat bukt, di mana Ictakh persamaan dan perbedaan di antara
keduanva 7

2, Bagaimana akibat hukum alat bukti sumpah menurut hukum Islam dan

hukum acara perdata ?

1 Abudin Nata, Metadologi Studi Istam, RajaGratindo Persada, Jakarta, Cet, II1, 1999, 11,
250,
o Mukhtar Yahyva dan Fathurrahman, PDasar-dasar Pembinaan Hukum Istum, Al-

Ma'aril, Bandung, Cel. X, 1986, h. 15,

e}




D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Beberapa tujuan yang hendak dicapai dan manfaat yang diharapkan dari

penulisan skripsi ini di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dan huku_m acara perdata
memandang sumpah sebagai alat bukti, dan selanjutnya untuk mengetahui pula
letak persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Di samping itu, penelitian
ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam maupun hukum
acara perdata tentang bagaimana kekuatan sumpah sebagai alat bukti dan akibat
hukum yang ditimbulkannya bagi pihak-pihak yang berperkara.

2. Dalam bidang pengembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat
dipakai untuk menilai peraiuran perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan
hukum yang ada sekiranya terdapat kekurangan-kekurangan, khususnya yang
berkenaan dengan pembuktian sumpah di pengadilan.

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan literatur di bidang
hukum Islam maupun hukum acara perdata, dan diharapkan pula bermanfaat
bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama maupun di Peradilan Umum,
khususnya berkenaan dengan masalah pembuktian sumpah oleh pihak-pihak
yang berperkara.

E. Telaah Pustaka

Materi mengenai masalah sumpah sebagai alat bukti sebenamya telah
terkandung di dalam buku-buku hukum acara perdata, khususnya pada bab yang

menerangkan perihal pembuktian. Hukum pembuktian yang dipergunakan di

'S Jzaac §. Leihitu dan Fatimah Achmad, Infisari Hukum Acara Perdata, Ghalia
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lingkungan Peradilan Umum dapat ditemukan dalam HIR (Her Herziene
Inlandsche Reglement) atau disebut juga RIB (Reglemen Indonesia yang di
Baharui), RBg (Rechts Reglement Buitengewesten) atau disebut juga Reglemen
untuk Daerah Seberang (luar Jawa-Madura), dan BW (Burgerﬂ;r‘ke Wetboek) atau
disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata Eropa. Pasal-pasal HIR yang
mengatur perithal bukti sumpah adalah pasal 155, 156, 158 dan pasal iz
Sedang dalam BW, perihal sumpah tersebut tercantum pada pasal 1929 hingga

pasal 1945."7

Adapun buku-buku yang membahas tentang pembuktian dzlam hukum
acara perdata secara lebih luas (termasuk di dalamnya perihal alat bukti sumpah),
di antaranya terdapat dalam karya tulis R. Subekti yang berjudul Hukum
Pembuktian," juga dalam buku Kurdianto : Sistem Pembuktian Hukum Acara
Perdata : dalam Teori dan Praktek,"” Demikian juga dalam tulisan Retnowulan
Sutantio dan Ishandar Qeripkartawinata, diterangkan secara rinci tentang alat bukti
sumpah yang meliputi macam-macam sumpah, cara dan penggunaannya, serta
akibatnya terhadap putusan.”’ Di samping beberapa karya tulis di atas, tentunya
masih banyak lagi tulisan-tulisan yang membahas perihal sumpah sebagai alat

bukti dan sudut pandang hukum acara perdata saja.

Indonesia, Jakarta, Cet, II, 1985, h. 55.

i Lihat, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinzta, Hukum Acara Perdata, h.
427, 428, 432,

' Lihat, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, h. 407-
409,

'® R_ Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978,

' Kurdianto, Sister Pembuktian Hukum Acara Perdata : Dalam Teori dan Praktek,
Usaha Nasional, Surabaya, 1991.

% Retnowulan Sutantio dan Iskandar Qeripkartawinata, Hukum Acara Perdata, b, $5-94.
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Sementara itu, kajian tentang sumpah dalam kaitannya sebagai alat bukti
dari sudut pandang hukum Islam, nampaknya masih jarang ditemukan
pembahasannya secara detil dalam bentuk buku maupun tulisan iimiah :para sarjana
hukum lslam. Pembahasan tentang pembuktian sumpah dalam hukum Islam,
sebenarnya telah menjadi bagian pembahasan dalam kitab-kitab figh. Hanya saja,
pembahasan masalah sumpah (sering diistilahkan dengan a/-yamin) dalam kitab-
kitab figh masih belum terumuskan secara rinci dan pembahasannya masih sering
terpencar-pencar dalam berbagai permasalahan. Sebagai contoh, al-bayyid 3abiq
dalam kitabnva [Figh al-Sunneh membahas sumpah (al-yamin) yang berkaitan
dengan pembuktian diterangkan dalam pembahasan tentang dn’' Ton Rusyd
dalam kitabnya Biddvat al-Mujtahid juga menguraikan bahasan mengenai bukti
sumpah (e/-ydmin) dalam pandangan para imam mazhab tentang perbedaan dasar
hukum keabsahan sumpah scbagai p«cmbuktian,22 Al-Shan’dni dalam kitabnya
Subul al-Saidm juga mengemukakan bahasan tentang sumpah (a/-ymin) dengan
penekanan pada dasar hukum dari hadis Rasulullah mengenai keabsahan sumpah
sebagai alat bukti bagi pihak-pthak vang berperkara.” Adapun Muhammad Salam

Madkur dalam bukunva «/-QOadd’ fi al-Isldm  telah membahas pula tentang

™ Al-Sayvid Sabiq, Figh al-Sunnah, Dar al-fath i al-I'lam al-' Arabi, Kairo, 1990, Jilid 11,
h 418

 Abil al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi
al-Andalusi, Biddyar al-Mujtahid wa Nihiyat al-Muqtashid, Dir lhya' al-Kutub al-" Arabiyyah,
Indonesia, tt., juz 11, h. 348-352.

* Muhammad ibn Ismd'il al-Kahlani (al-Shan'ani), Subul al-Saldm, Makiabah Dahlan,
Bandung, ., juz IV, h 132-138,



pembuktian sumpah sccara agak rinci dengan mengemukakan perbedaan pendapal

- A :
Sfugahd” dalam penerapannya terhadap beberapa kasus masalah. "

Dari beberapa karya tulis yang membahas tentang sumpah sebagai alat
bukii sebagaimana terpaparkan di atas, terlihat masih dalam sudut pandang yang
spesifik, yakni masing-masing dalam pandangan hukum acara perdata maupun
dalam pandangan hukum Islam. Di sisi lain, ketentuan mengenai pembuktian
sumpah di Peradilan Agama di Indonesia justru telah mengakui dar menerapkan
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum acara perdata. Hal ini dapat
dilihat dari bunyi pasal 54 Undang-undang Rl Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang menyatakan : Hukum acara yang berlaku pada pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara
khusus dalam undang-undang ini.*> Adapun masalah sumpah vang diatur secara
khusus dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 hanya masalah /i'an yang berkenaan
dengan permohonan atau gugatan cerai dengan alasan zina.™

Berangkat dari kajian terhadap beberapa literatur di atas, penulis bermaksud
untuk mengkaji secara lebih dalam mengenai ketentuan alat bukti sumpah dalam
pandangan hukum acara perdata untuk diperbandingkan dengan pandangan hukum
Istam, schingga akan diketahui hal-hal mana terdapat adanya keselarasan maupun

perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut.

* Mubammad Salam Madkue, Peradilan Datam Islam, Terjemahan Imron AM., Bina
Timu. Surabaya, Cet. 1V, 1993, h 111-113

% Moh, Mahfud, Sidik Tono, Dadan Muttagin (ed.), Peradilan Aguma dun Kompilasi
Hikwm Islam Dulam Tata Hukum Indonesia, ULl Press, Yogyakarta, 1993 h. 155
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F. Metode Penelitian

Melihat permasalahan sebagaimana terpaparkan di atas, maka metode yang
digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian.

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis peneliian pustaka (library
research), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dan
kepustakaan. Adapun kepustakaan yang dimaksudkan di sini dapat berupa kitab
suci al-Qur’an, kitab-kitab hadis, kitab-kitab figh karya para ulama, peraturan
perundang-undangan, buku-buku ilmiah, laporan hasil-hasil penelitian dan lain
sebagainya, terutama yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang
sedang dibahas.

2. Metode Pendekatan.

Penelitian ini adalah termasuk wilayah penelitian hukum. Adapun metode
pendekatan yang digunakan bersifat normatif (legal research). Dengan
demikian, corak penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut
pula penelitian hukum doktriner, yakni penelitian yang dilakukan atau ditujukan
pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain*
dalam hal imi yang berkaitan dengan materi hukum acara perdata dan hukum
Islam.

3. Tipe Penelitian.

% Ibid , h. 160.

*" Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. L,
1991, h. 13.
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Tipe penelitian yang diterapkan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu
bertujuan untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok
permasalahan yang sudah dirumuskan, lalu dilakukan analisis.
4. Analisis Data,
Setelah terkumpul data-data yang dibutuhkan, lalu dilakukan analisis {content
analysis) secara kualitatif,”® yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data
berdasarkan norma, teori, azas-azas hukum atau doktrin yang terdapat dalam
hukum acara perdata maupun dalam hukum Islam. Di samping itu, analisis data
yang akan diterapkan juga menggunakan model analisis perbandingan
(komparatif), yaitu dengan membandingkan antara hukum acara perdata dan
hukum Islam khususnya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ketentuan
tentang sumpah sebagai alat bukti. Adapun tujuan yang ingin diungkap dengan
analisis perbandingan dari kedua sistem hukum yang berbeda ini adalah di mana
suatu peraturan undang-undang atau kefentuan hukum yang mengatur bidang
yang sama mempunyai keserasian dan di mana perbedaannya.
G. Sistematika Pembahasan
Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang
masalah, penegasan istilah-istilah yang dianggap penting, rumusan masalah, tujuan
dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika

pembahasan.

* Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996, h.49.
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Bab kedua, menjelaskan tentang pembuktian dan alat bukti dalam
pandangan hukum Islam maupun hukum acara perdata, yang meliputi bahasan
mengenal pengertian dan prinsip pembuktian, macam-macam alat bukti dan
pengertiannya masing-masing, serta proses pembuktian.

Bab ketiga, membahas sumpah sebagai alat bukti dalam tinjauan hukum
Islam maupun hukum acara perdata, yang meliputi bahasan tentang pengertian
sumpah, landasan hukum sumpah, macam-macam sumpah dan penggunaannya
sebagai alat bukti.

Bab keempat, memaparkan perbedaan maupun persamaan antara hukum
acara perdata dan hukum Islam dalam memandang sumpah sebagai alat bukti, yang
meliputi perbandingan mengenai pengertian sumpah, macam-macam sumpah, serta
kekuatan dan akibat hukum sumpah dalam pembuktian.

Bab kelima adalah penutup, yakni dikemukakan kesimpulan serta saran-

saran.




BABII

PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKT!

A, Pengertian dan Prinsip Pembuktian
I. Pengertian Pembuktian

Dalam bahasa Indonesia pembuktian berasal dari kata ™ bukti
yang artinya sesualu peristiwa  yang cukup memperlihatkan
kebenaran.'! Kemudian mendapat awalan pe - dan akhiran - an
sehinpga menjadi pembuktian vang secara bahasa berarti perbuatan
untuk memperlihatkan kebenaran.

Istilah pembuktian dalam kitab-kitab hukum Islam (figh), para
ahli hukum Islam menyebutnya dengan al-bayyinah, yakni segala
sesuatu yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran
sesuat.” Ada pula yang menyebutnya dengan el-hujjah, al-dalil, al-
burhén, tetapi istilah-istilah ini tidak lazim dipakai”’ Istilah al-
bavyvinal banyak terdapat dalam al-Qur’an di antaranya surat al-Hadid

ayal 25 ;

| e B S |_._" e ,.q’ﬂ.:—'
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YW IS Poerwadarminta, Kaneus Unan Bahasa Frndoresia, Balar Pustaka, Jakana,
1976, h. 160,

S Wahbah al-Zuhavli, al-Figl al-Jslimd wa Adiflateh, Dar al-Fike, Ui, 1984, jur
VI b SO

* subammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Istam, terjemahan Imron A. M., Bina
Hmu, Surabaya, b, 104
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“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan
bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia
dapat melaksanakan keadilan,”™ :

Dalam ayat lain disebutkan :
" ‘n)n_‘_ ! ¥ no~- il -"""'l:')_.ﬂ}
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“Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik
(mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan
(agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang
nyata.”(Q.S. al-Bayyinah : 1).}

Demikian juga disebutkan dalam hadis riwayat Ibn ‘Abbis

bahwasanya Rasulullah saw, bersabda :

6
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“Bukti itu dibebankan kepada penggugat, sedang sumpah
dibebankan atas pihak yang mengingkari (tergugat)”.

Yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu perkara dalam hukum

Islam ialah memberikan keterangan dan dalil sampai pada batas

* Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemakhnya, Gema Risalah Press,
Bandun%, 1993, h. 904,
Ibid, h 1084,
¢ Hadis riwayat al-Bayhaqi dan 2l-Thabrini dengan sanad-sanad yang shahil, lihat,
al-Sayyid Sibiq, Figh al-Sunnah, Toha Putera, Semarang, tt., jilid II, h. 327; Muhammad
ibn Ismi Tl al-Kahlani (dikenal dengan nama al-Shan’dni), Subul al-Saldm, Dahlin, Bandung,
tt, juz IV, h. 132,
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mevakinkan,” Istilah membuktikan (bayvana) dalam hukum Islam
secara jelas terlihat dalam surat Khalifah “Umar ibn Khaththdb kepada

Abi Misa al-Asy’ari (Qadi di Kufah) yang isinya antara lain .

PRSI uj;;x, m‘;xuu SIS RN
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“Dan barangsiapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada di
tempalnya, atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya
sampai ia dapat membukiikan dakwaannya, kemudian kalau ia
dapat membuktikannya, maka berikanlah haknya itu. tetapt kalau
1a tidak mampu membuktikannya, maka 12 berhak dikalahkannya,
karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan
lebih menampakkan barang vang tersembunyi.”™

Adapun pengertian pembuktian dalam hukum acara perdata,
didefinisikan, antara lain : pembuktian adalah svalu cara yang
dilakukan oleh pihak berperkara untuk memberikan dasar kepada

hakim tentang kepastian kebenaran suvatu penisiwa yang telah

didalilkan.’

T Muhamimad Salam Madkur, Peradifun Dalam Il 1. 104; Sobhi Mahmassan,
Fitvafur Huknm Dalam Istas, terjemahan Ahmad Sudjone. al-Maanf, Bandung, 1976, I
320

M Salam Madkur, Peraditan Daltam Islam, h. 44,

* Gatot Supramono, Hukum Pembuktion di Peradilan Agama, Alumni, Bandung,
1993, h. 16
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Pengertian lain menyebutkan bahwa pembuktian adalah
meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di
muka sidang dalam suatu persengketaan.'” Dalam definisi lain
discbutkan pengertian  pembuktian adalah @ suatu cara untuk
meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar
gugal atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyangkal tentang
kebenaran dalil-dalil vang telah dikemukakan oleh pihak lawan."

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di
dalam ilmu hukum tdak dimungkinkan adanya pembuktian yang
logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala
kemungkinan akan bukti lawan. Pembuktian dalam arti yuridis ini
hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang
memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam
arii yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Pembukiian
dalam arti yuridis pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara

. o e . i2
logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

Dengan  dennkian  dapatlah  disimpulkan bahwa  pengertian

pembuktian dalam hukum Islam maupun dalam hukum acara perdata

" Roihan A Rasywd, Hukam Acara Peradifen Aguma, Raja Grafindo Persada,
Fakara, 1998 17 138 )

T Retsowutan Sutantin dan lskandar Oenp Kartowinata, Hoakeme Acars Perdata
Dalum Feori dan Prakiek, Mandar Maju, Bandung, 1997 h. 59

" Qudikne Mertokusumo, Hukum Acara Perduta Indonesia, Liberty, Yogyakarta,
1994 1 1Us-109



sebenarnya memiliki arti yang hampir sama, yakni memberikan
kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu perkara yang
disengketakan oleh para pihak dengan menggunakan alat bukti yang

sah menurut hukum di muka sidang pengadilan.

2. Prinsip Pembuktian
Menurut  hukum  Islam, prinsip-prinsip umum  dalam
pembuktian adalah :

a. Hakim wajib menerapkan pembuktian, bersikap adil dalam
menerapkan pembuktian, harus memahami gugatan dan
mengetahui hukum Allah mengenai gugatan itu.'> Prinsip-prinsip
i dapat dipaham dan surat ‘Umar ibn Khaththdb kepada Abi

Misa al-Asy’ari, yang isinya antara lain menyatakan :
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" T.M. Hasbi Ash Shiddieqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Pustaka Rizki
Putra, Semarang, 1997, h. 127.
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“Sesungguhnya  memutuskan  perkara  adalah  fardu  yang
dikokohkan dan sunnah vang harus diikuti. Lalu fahamilah apabila
diajukan kepadamu (suatu perkara), dan putuskanlah apabila telah
jelas (kedudukannya), karena sebenarnya tidaklah ada artnya
bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya. Sama ratakanlah
manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majelismu, dalam
pandanganmu dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang
berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu, dan
orang yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan
keadilanmu. Bukti itu (wajib) atas penggugat, sedang sumpah it
(waijib) atas pihak yang menolak (gugatan)."

b. Bersifal mencari kebenaran formil. Ponsip ini berdasarkan pada
hadis Nabi saw . yang artinya : “Aku diperintahkan memutuskan
hukum dengan berdasarkan kepada dhahirnya perkara, sedang
Allah yang mengetahui s.egala rahasia.”

Adapun prinsip-prinsip pembuktian menurut hukum acara

perdata 1alah .

a. Hakim wajib menerapkan pembuktian.

Hakim wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum
pembuktian, baik tentang alat bukti, menerima atau menolak alat
bukti dalam pemeriksaan perkara.

b. Bersifat mencari kebenaran formul.

Mencari  kebenaran  formil berarti bahwa hakim tidak boleh

melampaui  batas-batas  yang diajukan oleh pihak-pihak  yang

YAt Salam Madkur, Peradifur Dafar fstam, b, 43-46, Teks surat “Umar ibn al-
Khaththiab tersebut secara lebih lengkap dapat dilibat pada, al-Sayyid Sabiq. Figh al-Sunnal,
Jihd 1L h 321
" Dikuvp dan M Salam Madkur, Peradifan Dalamt fstam, h 36,
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berperkara, Jadi tidak melihat kepada bobot atau 151, akan tetapi
melihat kepada fuas dari pada pemeriksaan oleh hakim. Sehingga
karenanya, hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara
vang tidak ditumut, atau metuluskan lebih dan yang dituntu,

¢. Tidak disvaratkan adanya keyakinan hakim.
Pembukuan dalam perkara perdata tidak secara tegas mensvaratkan
adanva  keyakinan  hakim, sedang dalam  perkara pidana
mensyaratkan adanya keyakinan hakim.

d. Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil,
Hukum pembuktian materiil mengatur  tentang dapat tidaknya
diterima pembuktan dengan alat-alat bukd tertentu di nersidangan,
sedang hukum pembuktian fornul mengatur cara mengadakan
pembukian. "

B. Macam-macam Alat Bukti
Untuk membuktikan peristiwa di muka persidangan dilakukan
dengan menggunakan alat-alat bukti. Dengan alat-alal bukti vang
diajukan itu memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa

yang didahlkan.

A Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata @ Pada Pengadilan Agama, Pustaky

Pelajar, Yogyakarta, 1996, h. 136-137.




Para ulama berbeda pendapat dalam menyebutkan jumiah atau
Jenis alat bukt yang diakui atau dapat dijadikan alat pembuktian dalam
hukum Islam, babkan Ibn al-Qayyim menyebutkan ada 26 alat bukti."”

Adapun macam-macam alat bukti yang banyak disebut oleh

para ahl hukum Islam, di antaranya adalah : al-igrdr, al-syahddah, al-
yamin, af-nukiid, dan garinah.

Pengertian macam-macam alat bukti tersebut secara ringkas

dapat dijelaskan sebagai berikut :
I al-Tyrdr (pengakuan).

Yang dimaksud dengan al-igrdr ialah pengakuan pihak
tergugat bahwa ada padanya hak orang lain seperti yang dituduhkan
oleh penggugat™ Dengan kata lain, al-igrar 1alah pengakuan pihak
tergugat/tertuduh di muka sidang tentang sesuatu peristiwa hukum
vang digugatkan/ditudubkan kepadanya.'” Pengakuan ini merupakan
dalil ataw hujjah yang paling kuat, namun terbatas, hanya mengenai
diri sendiri yang memberi pengakuan saja, tidak dapat mengenai diri

orang lam, sesuai dengan kaidah figh yang menyatakan :

-
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I M THasbi A.:-.h-Sluddicq}, Peradilan dam Hikam Acara Flam, h, 133,
Abi Bakr Jabir al-Jazd ird, Minhdj al-Mustim, Maktabah al-'Ulin wa al-Hikam,
Madinah, 1963, h 573
5 M. Salam Muadkur, Peradilon Dalam fstam, b 101,




“Kesaksian merupakan fugjah yang mengenal orang lain,
sedangkan pengakuan merupakan fuyjah bagi si pemben
pengakuan sendiri.”’

Pengakuan dapat dilakukan dengan ucapan lidah, dapat pula
denpan isyarat oleh orang yang tidak dapat bicara, asal isyaratnya
itu dapat diketahui umum, dan tidak dalam masalah zina dan
sepertinya.  Scdangkan pengakuan dalam  bentuk ulisan, ada
sebagian figahd " lidak dapat menerimanya, dengan alasan, bahwa
wulisan-tulisan itu dapat iasyabbul (serupa) dan mungkin dapat
dihapus.  Sebagian  fugaha™  yang lain  membenarkan
mempergunakan tulisan sebagai alat bukti pengakuan, terkecual
jika ada tanda-tanda pemalsuan. Adapun syaral-syaral bagi orang
yang melakukan pengakuan adalah berakal, baligh, tidak dipaksa
dan bukan orang yang di bawah pengampuan atau di bawah
pengawasan. Oleh karenanya pengakuan orang yang dipaksa, anak

kecil dan orang gila tidaklah dianggap sah.*

2. Svahddah (Kesaksian)
Syahddah menurut  bahasa berarti memperlihatkan  atau
membuktikan, sedangkan menurut istilah hukum syara berarti

memberitakan sesuatu perkara/hak orang lain dengan ucapan yang

:." T M Hashi Ash-Shiddieqy, Peraditan dan Hidksrit Acara Isfan, h 136
Ahid b 136-137.
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khusus.?® Di antara para ulama ada yang menggunakan istilah
syahddah sinonim dengan bayyinah, adapula yang membedakannya.
Bagi yang membedakannya, mereka mengartikan bayyinah adalah
meliputi apa saja yang dapal mengungkapkan dan menjelaskan
kebenaran sesuatu, sedangkan syahadah adalah keterangan orang di
depan sidang pengadilan dengan lafaz kesaksian untuk menclapkan
lhak atas orang lain >

Pembicaraan mengenai syahddah (kesaksian) delam hukum
lslam, fugahd’ secara rinci telah menerangkan tingkat-tingkat
syahddah (kesaksian), syarat-syarat yang wajib bagi kesempurnaan
kesaksian, orang-orang yang diterima kesaksiannya dan orang-orang
yang ditolak kesaksiannya, tentang perbedaan para saksi satu sama
lain,  hukum mf.:'ncabm kesaksian, tentang menyuruh saksi
bersumpah dan lain-lamn.

Pemberian kesaksian dalam hukum [slam sangat ditckankan,

sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’ an.®!
,}: a_x o_r - e - -J"" % PP
II,‘ = 1 . - -
"_g.f- .::»Lm _‘Dl ¥ J_%_A.“.;__:-[.:‘Xﬁ

“Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila
mereka dipanggil™,

“ Moch, Anwar, Dasar-dasar Hokume Istend dalam Menetaphan Keprtayan off
Pengudilan Agant, CV. Diponegoro, Bandung, 1991, h. 156

*hat, M Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, h 104

U Af-Qur 'wa, Surat al-Bagarah (2), Ayat 282
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Prinsip hukum Islam dalam menegakkan kesaksian adalah untuk
menegakkan kebenaran dan demi menolak kezaliman, secbagaimana

firman Allah ; i -

2 AU Talga i as s

“ Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”

Dalam menggunakan bukti saksi ini menurut hukum lslam
berbeda-beda melihat jenis perkaranya. Mayoritas fiugahd’
sependapat bahwa perbuatan zina lidak dapat diletapkan dengan
bilangan saksi vang kurang dari empat orang yang adil dan laki-laki
semua, sedangkan semua had selain zina dapat ditetapkan dengan
dua orang saksi yvang adil dan lelaki®® Di antara para ulama ada
yang membagi tingkat-lingkat kesaksian berdasarkan jumlah
bilangan saksi sebagai berikut : Pertama, kesaksian dalam melihat
perbuatan zina adalah empat orang laki-laki; kedua, kesaksian dua
orang laki-laki cukup dalam perkara selain zina; ketiga, kesaksian
seorang laki-laki dan dua orang perempuan cukup dalam masalah
harta benda (amwal), keempat, kesaksian dua orang wanita tanpa

laki-laki (ada yang mencukupkan satu wanita, adapula yang

_"'( Al-Quran, Suratal-Thaldq (65), Ayat 2.

* Abg al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Mubammad ibn Ahmad 1bn Rusyd al-
Curthubi al-Andalusi, Biddyat al-Mujtahid wa Nilidyat al-Mugraxhid, Dar lhyd’ al-Kutuh al-
Kutub al- Arabivyaly, Indonesia, w, quz Il h. 348




mensyaratkan empat wanita) bagi perkara yang biasaﬁ?é*ﬁﬁﬁ?‘ =
diketahui oleh laki-laki, seperti masalah kehamilan, melahirkan,
kegadisan, haid dan masalah-masalah  wanita lainnya; keflima,
kesaksian scorang laki-laki dengan sumpah cukup khususnya dalam
masalah harta; keemam kesaksian dua wania dengan disertal
sumpah cukup dalam perkara mengenai harta benda*’ Mengenai
bilangan saksi dan jems kelamin serta jenis perkaranya, terdapat
perbedaan pendapat di kalangan para ulama sebagai masalah
stthadivyah  sebagaimana  banyak discbutkan dalam kitab-kitab
figh.

Demikianlah penjelasan tentang alal buku sakst menurut

hukum fslam,

3, gl-Yamin ( Sumpah )

Di dalam hukum Islam dinyatakan babwa di antara hak
penggugal, apabila ia tidak dapat membuktikan gugatannya, sedang
terpugat menolak is1 gugatan tersebut, maka penggugat dapat
mengajukan tuntutan kepada hakim agar menyumpah tergugat. Di
samping itu ada juga kasus-kasus yang diperlukan pembuktiannya
dengan sumpah tanpa didasarkan adanya tuntutan, sebagaimana

sumpah vang dihadapkan kepada penggugat sendiri.  Sumpah

b Juzayy, el-Qawinin wl-Fighiyyalt, Dar al-U'ikr, Beirut, tt, b 265-268
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bukanlah merupakan alat bukti untuk menetapkan hak, ia ditempuh
hanya karena mengharapkan menolaknya pihak yang diminta
melakukannya  di  depan  sidang  pengadilan.  Setelah  terjadi

penolakan pihak vyang diminta sumpahnya itu barulah  hakim

menjatuhkan putusannya atas dasar penolakan tersebut. Pembahasan
tentang alat bukti sumpah ini secara lebih detail akan dipaparkan
pada pembahasan berikutnya (yakni pembahasan pokok yang terkait
dengan fokus penelitian ini, pada bab [11).

F 4. al-Nukil (penolakan sumpaly)

al-Nukiil menurut istlah berarti penolakan sumpah dan pihak
tergugat.”™ al-Nukil (penolakan sumpah) sebagai alat bukti ini
diperselisihkan di kalangan fugahd’. Mazhab Hanali dan satu
riwqyal dari Imam Ahmad menganggap bahwa penolakan sumpah
adalah merupakan alat bukti vang dapat dipergunakan sebagai
sebagai dasar putusan, demikian juga menurut pendapat “Usman ibn
*Affan dan Qadi Syurayh.

Pendapat lain mengatakan, bahwa penolakan sumpah tidak dapat
dipakar sebagai alat bukt, tetapi jika tergugat menciak gugatan
penggugat, maka penggugatlah yang disumpah. Kemwudian jika
penggugat mau bcrs.umpa.h maka diputuskanlah perkait atas dasar
sumpah penggugat itn, dan jika ia menolak bersumpah maka ia

“ Abd Dakr tabir al-Jazd’in, Mirhif af-Musfim, b, 573,

e e




2

dikalahkan, Pendapat ini adalah menurut pendapat di kalangan
mazhab Syafi’i dan Maliki yang bersumber dari pendapat ‘Umar ibn
Khaththib. Zayd ibn Sabit dan Ubay ibn Ka’ab.™
COarinah

Qarinali ialaly indikasi dan tanda-tanda yang sudah masak sampai
batas keyakinan.g“ Mubammad Salam Madkur mengemukakan
bahwa banvak conteh yang menunjukkan bahwa Islam menganggap
geirinah schagal alat bukti, dan bahwa Rasulullah saw. menganggap
dan  mengeunakan garingh sebagai  dasar dalam putusannya.
Disebutkanya bahwa Rasulullah saw. pernah menahan orang dan
menghukum tertuduh setelah timbul persangkaan karena tampak
tanda-tanda mencurigakan pada diri tertudubh. Nabi juga permah
memerintahkan orang yang mencmukan sesuatu agar inenyerahkan
barang temuannya kepada orang yang iemyata tepal dalam
menyebutkan sifat-sifat barangnya yang hilang, dan Nabi saw.
memerintahkan agar orang tersebut (pihak yang kehilangan)
menyebutkan  sifat-sifat barangnya yang hilang, wadahnya dan
tutupnya. Amir al-Mu'minin *Umar ibn al-Khaththdb beserta sahabat
yang bersamanya pernah menjatuhxan putusan had atas wanila yang

tampak hamil sedangkan ia tidak bersuami dan udak  bertuan,

?“ M. Satam Madkur, Peradifen dalaise fslan, b, 113-114,
W e obhi Malmassani, Filvafod Bk dolam Islem, 1, 370-371
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sebagaimana pula “Amr ibn Mas'dd menjatuhkan putusan had
kepada orang vang kedapatan mulwinva atau muntahnya berbau
khamr karena berpegang pada goringh. bn al-Qayyim mengangean
balwa gearinah schagal alm buku adalah sama  denpgan kedudukan
saksi.”
Adapun bentuk gorinah ada dua macam, vailu garinali gaddiyvah
vang merupakan hasi! kesimpulan hakim setelah memeriksa proses
perkara, dan garinah qaniiniyyah yailu qarinah yang ditentukan sleh
undang-undang.™

Adapun menurut hukum acara perdata alat bukti yang sah
menuryt undang-undang ada 3 macam sebagaimana terscbut dalam
pasal 164 HIR /284 RBz !/ 1866 BW adalah sebapsi beribut ©curat)
sakst, porsangkaan, pengakuan dan sumpah,

Adapun penjelasan mengenal alat-alat buktt ini secara ringkas
dopat dibamukakan sebagai berikut
1. Surat

Bukt suratfalat bukti tertlis dalam perkara perdata merupakan
alal pebuklian yars pading sempurna, oleh karena ilu pula lale

imtas keperdataan seringkall orang dengan sengaja monjacikan sualy

.. M Salam Madkur, Peradifan dalaps Istaene, b 119,121
S Mhed by 123,
U oSebikne Mertabuseme, Hukum Acara Perdata [ndonesia, Youvakar, 1999, h




buku vang dapat dipakai apabila terjadi perselisthan atau
persengketaan. Dalam hal it biasanya disediakan dalam bentuk
tulisan atau surat. i dalam hukum acara perdata mengenal 3 macam
surat, yailu ;
a. Surat Biasa
Sural in pada mulanya dibuat tidak untuk djadikan sebagai
alat bukui, apabila diperlukan dapat dipakai sebagai alat buki, ™
Mengenal kekuatan pembuktian pada surat biasa ini, penilaiannya
diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Pembuktian surat biasa ini
berfungsi sebagai benda untuk meyakinkan saja, karena bukan
kebenaran ist atau bunyi surat itu yang harus  dibukiikan/
digunakan sebagai bukti, melainkan cksistensi surat itu sendiri
menjadi bukti.” Apabila ada sangkaan yang beralnsan, bahwa
stral tersebut adalah palsu atau dipalsukan, maka surat tersebut
dikirimkan  kepada jaksa untuk dilaksanakan  penuntutan
sebagaimana mestinya,™
b. Akta Otentik
Yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai

umum yang berkuasa untuk membuatnya, mewnjudkan bukii

'_”' Retnowulan, ffukuwm Acara Perdata, b 64

* Sudikno Mertokusumo, Hukam Acara Perduta fndonesic, b 121
1

o Retnowilan, Hukum Acarg Perdata, h, 63
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sekalian orang vang mendapat hak dari padanya.™

Dengan melihat detinist di atas, maka akia otentik ada 2 macam .

I. Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu
karena jabatanmya tanpa campur tangan pihak lain, dengan
mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dihhat, didengar
serta apa yang dilakukannya.

2. Akta yang dibuat di hadapan pejabai, ialah akte vang dibuat
oleh para pihak di hadapan pihak yang berwenang untuk it
atas  kehendak para  pihak, dimana pejabat  tersebut

menerangkan juga apa yany dilihat dan dilakukannya.

Akte otentik 1tu suatu alat buku yang mempunyal kekuatan
pembuktian sempurna dan mengikat, artinya alat bukti ini dapat
berlaku tanpa dikuatkan olch alat bukn lain dan kekuatan
pembuktiannya selalu dianggap benar, hingga dapat dibuktikan

’ i
sebahknva.

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam hukum
acara perdata akta otentik ini mempunyai tiga macam kekuatan

pembuktian, vaitu

“ K. Treson, Kewesitar {10 R Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h 142
"R Subekti, Mukum Pearbubktian, Pradnya Paramata, Jakareg, 1995 h 27,
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l. Kekuatan pembuktian ekstern, yaitu suatu akla yang dari
wujudnya tampak sebagai suatu akta yang dibuat oleh suatu
pejabat umum, maka akta seperti itu dianggap sebagai akta
otentik. Kekuatan pembuktian ekstern it berlaku terhadap

setiap orang.

| BN

Kekuatan pembuktian formal, yaitu membuktikan bahwa apa

vang disebut di dalam suatu akia itu memang benar apa yang

diterangkan oleh pihak-pihak vang bersangkutan dan ini
berlaku bagi siapa saja.

3. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan bahwa
apa yang dimuat di dalam suatu akta ity memang sungguh-
sungeuh  terjadi antara para pihak (jadi tidak hanya
diucapkan saja oleh para pihak, tapi juga memang sungguh-
sungguh lcrjadi).w

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa akta otentik

disamping sebagai alat bukti, juga merupakan keterangan resmi

dari pejabat vang mengelvarkannya yang dianggap selalu benar
oleh hakim serta kebenarannya dapat berlaku bagi semua pihak.

¢. Akta di bawah Tangan

AN Afandi, Hukewr Werss, Hikume Keluarga, (kv Pearbufiticn, Rineka Cipta,
Jakana, 1997 h 200,
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Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para
pihak dengan sengaja untuk pembuktian, tapi tanpa banwan

dari seseorang pejabat.™  Sedang menurut  Sudikno

Mertokusumo akta di bawah tangan adalah akia yang
sengaja dibuat untuk pembuktian bantuan dan seorang
pejabat? Akta di bawah tangan itu tidak mempunyai
kekuatan  pembuktian lahir kalau pada aka di bawah
tangan diakul unwk para yang bersangkutan, maka hal 1u
merupakan bukti sempuma yang berlaku terhadap para
pihak yvang hcrsaﬁgkutan. Terhadap pihak ketiza suatu akia

di bawah tangan mempunyal kekuatan pembaktian yang

bebas.*

Jadi perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah

tangan adalah scbagai benkut :

1) Aktla otentik dibuat oleh atau di muka pejabat vang
berwenang untuk itu. Sedang Akta di bawah tangan
dibuat oleh orang yang bersangkutan itu sendir.

2)  Akta otentik  penandatanganannya sudah tercakup

dengan dibuatnya akta i, dan kebenaramnya tidak

AL Mukt Acto, Prakrek Perkara Perdatu Pada Pengaditap SAgama, Pustaka
Pelajar. Yopyakarta, 1998 h 155

U Sudiknn, Mukum Acara Perduta Indonesie, i 128

Y Ibid. k132,
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dibuktikan tentang ketidakbenarannya. Sedang akta di

bawah tangan tanda tangannya dapat dimgkari oleh

orang yang bersangkutan.

2, Saksi

Bukti saksi merupakan alat yang paling mudah, lazim
dipergunakan untuk mengemukakan pembuktian, meskipun bukti
tertulis udak ada atau adanya tidak mencukupi. Kesaksian adalah
kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang
perisiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitabuan secara
lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam
perkara, yang dipanggil di persidangan.

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa/
kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan
vang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian.™
Sesuai dengan pasal 171 ayat 2 HIR saksi yang akan diperiksa
sebelumnya harus bersumpah menurut cara agamanya atau berjanji
bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Setelah disumpah
saksl wajib me;nberil-:an keterangan yang benar, apabila ia dengan

sengaja memberi keterangan palsu saksi dapat dituntut dan dihukum

* Sudikno, Hukem Acara Perdata Indomesia, h, 135,
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untuk sumpah palsu menurut pasal 242 KUH Pidana.*' Apabila

saksi yang sangat dibutuhkan dan telah diminta datang oleh salah

satu pihak tidak mau datang menghadap memberikan kesaksian,

maka atas perintah hakim harus dipaksa bila perlu dengan bantuan

polis,” jika tidak mau, menurut pasal 140, 141 dan 148 HIR akan

diberi sanksi berupa

a. Dihukum untuk membla},’ar biaya-biaya yang sudal dikeluarkan
untuk memanggil sakst dan mengganti kerugian yang terjadi bagi
kedua belah pihak,

b. Dimasukkan dalam penyanderaan.
Namun paksaan tersebut tidak berlaku bag saksi yang bertempal
tinggal di 1uz-1r karesidenan, sehubungan hal terscbut perkara
tersebut akan di defeeeer, artinya agar dilakukan pemenksaan
tambahan oleh Pengadilan Negen tempat tinggal saksi untuk
diminta keterangannya, bila tidak mau saksi itu dapat dipaksa

; A
untuk datang memberikan keterangannya.™

Ada 2 golongan orang yang dianggap tidak mampu bertindak
scbagal saksi, yaitu:

|. Golongan yang sccara mutlak -

H Retowulan, flikum Acaee ferdata, b, 70,
B gbid, b, 75
 rhid. h 76
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a. Golongan sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan
yang lurus dari salah satu pihak.
b. Suami atau istri salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.

2. Golongan yang secara relatif :

a. Anak yang belum dewasa mencapai umur 15 tahun.

b. Orang gila ( sakit ingatan ).

Di samping itu, ada golongan orang yang diminta dibebaskan dan

kesaksian, yaitu :

a. Saudara laki-Jaki atau perempuan dan ipar laki-laki/perempuan
dan salah satu pihak.

b. Keluarga sedarah menurut keterangan yang lurus.

c. Orang-orang yang karena martabat, pekerjaan/jabatan yang sah,

diwajibkan merahasiakan, seperti dokter, advokat, notaris.*’

3. Persangkaan

Dalam pasal 1915 BW dikemukakan; persangkaan-persangkaan
adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau
oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah

suatu peristiwa yang tidak terkenal *®

4 Teguh Samuders, Hukitin Pembiukiian Dalam Acara Perdata, 1992, h. 67-68.
* Ibid., h. 74,
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Menurut ilmu pengetahuan persangkaan merupakan bukn yang

tidak langsung dan dibedakan sebagai berkut :

I, Persangkaan berdasarkan kenyataan, yaitu haiaimlah yang
memutuskan berdasarkan kenyataannya, apakah mungkin
dan  sawmpar  berapa  jauhkah  kemungkinannya untuk

membukukan peristiva lain.

[~

Persangkaan berdasarkan hukum yaitu undang-undang-lah
vang menetapkan hubungan dengan peristiwa yang
diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak
diajukan.™

Dalam  menmlai  persangkaan-persangkaan tersebut di atas,
hakim terikat terhadap undang-undang dimana jpka undang-
undang menganggap baal terhadap suatu gupatan tertentu,
miaka hakim harus menolak gugatan tersebut, Sebaliknya jika
persengketaan-persengketaan itu diterima oleh undang-undang
untuk  mengabulkan suatu  gugatan, maka hakim harus
menerimanya, Terhadap persangkaan menurut undang-undang
i ndak diperkenankan pembuktian perlawanan kecuah apabila
undang-undang  menghendakinya  (ps. 1921 BW). Dan
penjelasan  di atas, dapat  diambil  kesimpulan  bahwa

persanukaan-persangkaan  menurut  undang-undang  bersifat

" Sudihno, Hekane Acara Perduta fudenesin b 146-117,




memaksa,  sedangkan  persangkaan-persangkaan  menurut

kenyataan mempunyai kekuatan pembuktian bebas.

4. Pengakuan
Pengakuan ialah pernyataan seseorang tentang diri sendiri,
bersifar sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.>"
Dart Keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
pengakuan it ada dua kategori, yaitu :
I. pengakuan secara keseluruhan vaitu tergugat mengakui isi
gugatan seluruhnya dan pengakuan itu disebut dengan

pengakuan murni atau bulat.

12

pengakuan sebagian yaitu tergugat mengakui sebagian isi

pugatan dan menyanggal sebagian yang lain.”'

Pengakuan sebagai alat bukti diawur dalam pasal 174, 175, 176
HIR, pasal 311, 312, 313 RBg, dan pasal 1923-1928 BW.
Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau
di luar persidangan. Selain itu, pepgakuan dapat pula di berikan

stcara tertulis maupun lisan di depan sidang.

" AL Mukti A rto, Praktek Perkara Perdata, b, 172,
Y Rewmowulan, ki dcura Pevdeata . 82
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Ada beberapa macam bentuk pengakuan, yaitu pengakuan

murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan

52
klausula.

a. Pengakuan murni di muka sidang.

Pengakuan mumni (aveu pur et simple) 1alah pengakuan yang
bersifat sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuututan
pihak lawan. Misalnya, penggugat meagatakan bahwa
tergugat telah dua tahun tidak memberikan nafkah wajib
kepada penggugat, dan tergugat pun mengakui telah dua
tahun tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat.
Pengakuan murmni dimuka sidang merupakan bukti yang
sempurna terhadap yang melakukannya dan bersifat
menentukan karena tidak memungkinkan pembuktian lawan
(pasal 174 HIR, pasal 311 R.Bg, pasal 1924 BW dan pasal

1916 ayat 2 no. 4 BW).

b. Pengakuan dengan kualifikasi.

Pengakuan dengan kualifikasi (gequalificeede bekentenis,
aveu qualifie) ialah pengakuan yang disertai dengan

sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Misalnya,

52 A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata, h. 172,




penggusat menvatakan bahwa tergugat telah menenma uang
dart penggugat sebesar Rp, 3.000.000,- dan tergugat pun
mengakui telal menerima uang dari penggugat tetapi ndak
schanvak Rp. 5.000.000.- melamkan hanya Rp. 3.000.000.-.
Pada hakckatnya pengakuan dengan kuahfikasi im1 nidak lain
hanyalah jawaban tergugat yang sebagian terdini dan

pengakuan dan sebagian teridiri dari sangkalan.
¢. Pengakuan dengan clausula.

Pengakuan dengan clausula (geclausulerde bekentenis, aveu
camplexe)y 1alah suatu pengakuan yang di sertai dengan
keterangan  tambahan  vang  bersifat  membebaskan.
Misalnva, 1stri menggugat suam tidak memben nafkah
kepada isin selama tiga tahun kemudian snami menjawab,
“"Benar, saya udak membernn nafkah sclama tiga tahun

karena istri saya membangkang.”
5. Sumpah.

Penjelasan mengenas alat bukti sumpah ini akan dipaparkan

secara khusus pada bab 1],
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C.

Proses Pembuktian

Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa di antara kewajiban gadi
(hakim) adalah menvamaraiakan pandangannya terhadap pihak-pihak yvang
berperkara. Sebagaimana pesan Rasulullah saw. kepada "Ali ketika beliau
mengutusnyny ke Yaman untuk memutus perkara bagi penduduk Yaman,
vakm, “Apabila duduk di hadapanmu dua pihak yang berperkara, maka
janganlah tergesa-gesa memutuskan hukum sebelum kamu mendengar
pembicaraan kedua belah pihak, karena hal itu lebih patut bagimu dalam
mengambil kcpumsz]n.“s.;

Para ablr hukum Islam menetapkan bahwa dalam proses pembuktian,
setelah pihak-prhak yang berperkara duduk di hadapan halam, maka hakim
boleh memmlih untuk menanyal pihak-pihak vang berperkara afau 1a diam
saja hingga di antara pihak-pihak vang berperkara mulai berbicara. Jika
yang mula bicara adalah penggugat, maka hakim mendengarkannya
hinepa selesai  diucapkannya gpugatan tersebut. Setelah i hakim
memerintabkan atau meminta pihak tergugat untuk menjawab  gugatan
lersebut, bisa berupa pengakuan maupun pengingkaran. Jika pihak tergugat
mengakui  kebenaran gugatan pihak penggugat, maka hakim bisa
memuluskan perkara berdasarkan atas pengakuan tersebut. Sebaliknya, jika

sthak teroupat menvangkal atau mengingkan 181 gugatan, maka hakim
I Zug Yang gmg EUg s

*Lihat, M Salam Madkur, Pergdilan Dalam Eslans, b 37,
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harus meminta bukt kepada penggugat atas gugatan yang diajukarmya.“
Apabila penggugat tidak dapar menyampaikan bukti atau buktinya tidak
sempurna, maka menjadi kuatlah kedudukan tergugat dan hakim harus
memutus atas dasar sumpahnya tergugat atau penolakannya bersumpah.”

Fugahd” telah membuat Ketentuan tentang bolehnya menunda sidang
karena adanva sebab, seperti memangeil saksi atau menurut anggapan
bahwa perdamaian amara kedua belah pihak masih mungkin tenjadi.
Diperbolehkan juga menunda sidang berdasarkan permohonan tergugat
untuk  mempelajari bukti-bukti vang  diajukan penggugat atan untuk
menyapkan bahan buku unuk mefawan bukti penggugat, alau ditundanya
it berdasarkan atas permohonan penggugat sendiri uniuk melengkapi
bukti-bukti  gugatannya. Demikian juga, hakim mempunyai hak untuk
menunda sidang berdasarkan pertimbangannya sendiri, seperti dikarcnakan
G masi pon mcmpekygan {selural sl gugatan, bukti-buky, alasan-alasan
dan sebagainya) untuk mengambil suat konkiusi

Dalam hukum acara [;crda!a, pembuktian dilakukan oleh para pihak
yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakimlah vang memcrintahkan
kepada para pihak untuk mienpajukan alat-alat buktinya, Hakimiah yang

membebani para piliak dengan pembuktian (hewijstast, burden of proof).

™ Ablmim Al al-Din Abi al-Tlasan  CAli ibn Khalil M’ al-Hlukkdm,

Mushthafi al-Babi al-llalabi wa Awladuh, Mesin, 1973, b 65, 1bn Jusayy, @b-Qandunin al-
Fighiypeh b 258 Abit Bobr Whirabdnzd s Minidj af-Afuciim b 573-574

j "M Sulam Madbur, Peradilas dudues fsfom 1070
fbid. b T0-T1.
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Azas pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 162 HIR (ps.
283 R.Bg, 1865 BW) yang berbunyi ; “Barang siapa vang mengaku
mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suaty peristwa unmuk
menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus
membuktikan admya hak atau peristiwa itu.” Ini berarti bahwa kedua belah
pihak. baik penggugat atau tergugat dapat dibebant dengan pembuktian.
Terutama penggugat waijilh membukkan penstiwa yang diajukannya,
sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak
diwajibkan membukunkan kebenaran bantaban tergupat, demikian pula
sebaliknva tergugat tdak  diwapbkan wmuk membuktikan  kebenaran
peristiwva vang diajukan olch penggugnt. Kalan penggugat tidak dapat
membuktikan penstiva vang diajukannya 1a harus dikalahkan. Sedang
kalau tergugat tdak dapat membuktikan bantahannya 12 harus pula
dikalahkan, Pada hakckatya bal i tidak lain untuk memenuln svarat
keadilan, agar resiko daiam beban pembukitan itu tidak berat sebefah.”’
Dalam soal pembukuan, tdak semua dalil vang menjadi dasar
eupatan harus dibuktikan kebenarannva, sebab dalil vang tdak disangkal
apabtla diakui sepenubmya oleh pihak lawan, tidak perle dibuktikan lagt
Dan kejadian-keladian atau keadaan-keadaan vyang telah diketalw oleh

s atan vang telah diketahin oleh haking sendiri, tidak perlu dibuktikan,

T Sudikno Mertokusumo, ket Acara Perdita Indosmesia, o 114-115.



Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah untek
menyelidiki apakal suatn hubungan hukum menjadi dasar gugatan benar-
benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti
apabila pengeugat menginginkan  kemenangan  dalam  suatu  perkara.
Apabila pengeugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang
menjacdi dasar sugatannya. maka gugatannya akan diolak, sedangkan
apabila berhasil, pugatannya akan dikabulkan.™

Hukum acara perdata mengharuskan hakim untuk berhati-han dalam
melakukan pembagian beban pembuktian. Dalam teori hukum acara ada
azas audi ef alteram partem alau vang berarti azas kedudukan  vang sama
dani para pihak di muka hakim. Oleh karena itw hakim diharuskan
membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang.™

Adapun tihap-tahap pembuktian dalam hukum acara perdata dapat
dikemukakan sebaga benkuy:
a. Setiap pihak vang mengajukan bukti, hakim perlu menanyakan kepada

pihak lawannya, apakah ia keberatan atau tidak. Jika alat bukti sakst

yang -ﬂ:—'!::mu!{akan,l hakim juga harus memberi kesempatan kepada

pihak lawannya kalau-kalau ada scsuatu yang ingin ditanyakan oleh

pihak lawan tersebut pada saksi.

® thid h 58
¥ ppid., b 118
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b. Semua alat bukti yang disodorkan oleh pihak yang berperkara, harus
disampaikan  kepada Kketia majelis  hakim lalu  ketua majelis
memperlihatkannya kepada para hakim dan pihak lawan dar yang
mengajukan bukti.

¢. Keaktifan mencari dan menghaditkan bukti di muka sidang adalah wgas
pihak itu sendiri dan hakim banya membantu kalan diminta tolong oieh
pihak. seperti memanggilkan saksi.

d. Setelah tahap pembuktian berakhir, sebelum musyawarah majelis hakim,
pthak-pihak boleh mcngnjuk:lm konklusi (kesimpulan-kesimpulan dan
sidang-sidang menurut pihak vang bersangkutan). Karena konklusi i
sifatnva untuk  membantu  majelis, pada umumnya kenklusi ndak
dinerlukan bag! porkars-perkara vang simpel, sehingga hakim boteh

i vy dd b
Imemadaannya,

" Roilan A Rasyid, ffokam Aeara, b 132-133.

44




BAB LI

KETENTUAN SUMPAH SEBAGATALAT BUKTI

A. Pengertian Sumpah

Sumpah menurut bahasa hukum Islam disebut al-yamin, al-hilf, al-gasam.
Dalam hal mengenai alat bukti, e/-yumin lebih umum dipakai. Pengertian sumpah
menurut hukum Islam 1alab memperteguh sesuatu kebenaran dengan menyebut
nama Allah atau sifat-Nva,' atau menyatakan suatu niat dan menguatkannya
dengan menyebut nama Allah atau menyebut salah satu dari sifat-sifat-Nya, yang
didahului dengan penyebutan kata sumpah vaitu bd”, waw, dan (d” yang berarii

“demi”.

Jika dilihat pada objeknya, para ulama figh membedakan sumpah biasa
dan sumpah sebagai alat bukti di pengiadilan. Terdapat perbedaan pendapat antara
ulama mazhab Hanali dengan ulama mazhab Svafi’i dalam membenkan
pengertian tentang sumpah biasa. Menurut ulama mazhab Hanafi. sumpah adalah
pernvataan atas niat yang kuat untuk melaksanakan suatu perbuatan atau
meninggalkannya. Artinya, sumpah biasa adalah ucapan vang keluar dari mulut
seseorang uniuk menyatakan maksud hatinya. Pandangan demikian ditolak oleh
ulama mazhab Syafi’i. Menurut mereka, sumpah ialah menyatakan suatu niat
dan menguatkannva dengan menyebut nama Allah atau menyebut salah satu dari

sifat-sifat-Nya. Jadi, menurut ulama mazhab Syafi'i, sumpah itu hanya terbatas

pada pengungkapan niat yang diserfai dengan penyebutan nama Allah atau

VT M. Hasbi Ash Siddieqi, A= Istam, 1, Rizki Putra, Semarang, 2001, h. 155,
= Abdul Azis Dahlan et al. {ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, chtiar Barv Van Hoeve,
Jakarta, 1997, h. 1665




penyebutan salah satu dari sifat-sifat-Nya.” Bila dilihat lebih jauh, sumpah biasa
dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu : al-yamin al-laghd (sumpah dengan
tidak sungguh-sungguh), al-yamin al-ghamiis (sumpah palsu), al-yamin al-
mun'aqidah (sumpah yang sungguh-sungguh). Sumpah dengan tidak sungguh-
sungguh, yaitu sumpah dengan menggunakan nama Allah tetapi tidak di maksud
atau tidak di niatkan untuk bersumpah. Ulama sepakat memandang bahwa
sumpah seperti ini tidak sah dan pelakunya tidak dibebani sanksi hukum berupa
kafarat.® Sumpah palsu ialah sumpah yang mengandung kebohongan dan
diucapkan dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini jumhur ulama
memandangnya sebagai dosa besar, pelakunya harus bertaubat serta meminta
“ampun kepada Allah, namun ia tidak perlu membayar kafarat atas sumpahnya itu.
Lain halnya dengan ulama mazhab Syafi’i yang tetap mewajibkan membayar
kafarat, karena bagi mereka, sumpah apa saja baik benar ataupun palsu selama
diucapkan dengan sungguh-sungguh dan dengan menyebut nama Allah
dipanda:t}g sah. Suatu sumpah yang dipandang sah jika dilanggar atau tidak
seperti yang semestinya, pelakunya wajib membayar kafarat. Sumpah dengan
sungguh-sunggu, ialah sumpah dengan menyebut nama Allah dan diucapkan
dengan maksud untuk bersumpah, sesuai dengan ketentuan syara’. Ulama sepakat
memandang keabsahan sumpah seperti ini dan pelakunya dibebani sanksi hukum

kafarat bila sumpah itu dilanggarnya.’

? Ibid.

* Kafarat ialab suatu perbuatan yang dapat menutup atau menghapuskan dosa dan
perbuatan lain. Kafarat sumpah bagi pelanggamnya ialah : (1) memberi makan sepuluh orang
miskin; (2) memberi pakaian kepada orang miskin; (3) memerdekakan budak. Hukum membayar
kafarat sumpah adalah wajib mukhayyar (boleh memilih salah satu alternatif diantara ketetapan
yang ditawarkan oleh syar). Apabila pelanggar tidak sanggup memenuhi salah satu ketentuan tadi,
ia boleh melakukan puasa selama tiga hari, Dasar hukum kafarat sumpah ialah firman Allah, Q.S.
5:89.

3 Abdul Azis Dahlan et al. (ed.), Ensiklopedi Hukum Istam, h.1665-1666.

46

u



Di samping sumpah secara umum (sumpah biasa) seperti disebutkan di
atas, adapula sumpah yang khusus diucapkan di muka sidang pengadilan (al-
yamin al-gada’iyyak), yang menjadi fokus bahasanldalam penelitian ini. Pada
dasarnya sumpah di muka pengadilan menurut hukum Islam tidak berbeda
dengan sumpah secara umum, namun sumpah di muka pengadilan mempunyai
karakteristik tersendiri, yakni sumpah di muka pengadilan merupakan hujjah bagi
si tergugat dalam mempertahankan hak atau perbuatannya. Jadi, sumpah bag
tergugat merupakan fakid (penguat) atas penolakannya terhadap
dakwaan/gugatan yang di hadapkan oleh penggugat kepadanya. Jika tergugat
telah mengucapkan sumpah maka hakim bisa memutuskan perkara dan
berakhirlah persengketaan di antara kedua belah pihak sehingga penggugat dapat
mendatangkan alat bukti yang kuat.®

Adapun mengenai ucapan sumpah, ulama sepakat bahwasanya kalimat
sumpah adalah menggunakan nama Allah (seperti dengan ucapan bi Alléhi, wa
Alldhi, wa Rabb al-‘Alamin dan semua nama yang dikhususkan pada Allah swt.)

dan bukan dengan nama selain-Nya.” Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw :

" - R
A s AR g S g e > oa el -
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¢ Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islimi wa Adillatuk, Dér al-Fikr, Beirut, 1989, juz VI,
h, 516.
T Ibid., h. 590.

* Dikutip dari, Abi al-Husayn Muslim ibn al-Hajjgj al-Qusyayri al-Naysabiri, Shakik

Muslim, jilid 11, Dér al-Fikr, Beirut, 1993, h. 77, Lihat pula, Muhammad Fu'ad ‘Abd al-Bigqi, al-
Lu'lu” wa al-Marjén jilid 2, terjemahan Salim Bahreisy, Bina llmu, Surabaya, 1996, h. 604.
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Artinya : (dengan jalur samad) Muslim <=> Qutaybah ibn Sa’id,
Muhammad ibn Rumh <=> al-Lays <=> Nafi’ <=> Ibn ‘Umar r.a.
mendapatkan ‘Umar r.a. dalam suatu rombongan perjalanan, tiba-tiba ia
bersumpah dengan nama ayahnya, maka dipanggil rombongan itu oleh Nabi
saw. dan diperingatkan : “Ingatlah bahwa Allah melarang kamu bersumpah
dengan nama ayahmu, maka barang siapa bersumpah hendaknya ia
bersumpah atas nama Allah atau (lebih baik) diam saja”.

Dan juga sabda Nabi saw :

(__pu,-.-»._-f-'l-——-w J‘Lw L;,-H-J.__)_‘:I u—".‘\--\.b'* M]LHMEL-‘

LAIV“-’JJ"‘L‘-"!E““ JUEMwmu-"—“-‘l“"”—:&
“'h:i}z;-l_l:"jﬁdw—-«.dd u.a_cLchLJ..:l‘LL? ‘*——-ESJIJY

9 e

{)J.—*J—-ﬂq_:_j_) 'H(-LAJ'KLLIHL’J—'L—-'"’ —-1-?""
Artinya ; (dengan jalur sanad) Abh Dawud <=> Muhammad ibn al-*Al&’
<=> Ibn Idris <=> al-Hasan ibn ‘Ubayd Alléh <=> Sa’d ibn ‘Ubaydah <=>
Ibn “Umar mendengar seorang laki-laki bersumpah “Tidak, Demi Ka’bah”,
maka Ibn “Umar berkata kepada orang tersebut : Sesungguhnya saya
mendengar Rasulullah saw. berkata, “Barang siapa bersumpah atas nama
selain Allah maka ia telah menjadi musyrik”.

Dalam hal ucapan sumpah sebagai alat bukti ulama sepakat dengan
mencukupkan kalimat &i Afldhi (Demi Allah). Imdm Malik menganjurkan
bersumpah dengan kalimat : bi Alldhi al-lazi 1 iléha illd huwa, meskipun ia
menyatakan bahwa jika hakim meminta untuk mengucapkan sumpah hanya
dengan kalimat bi Alldhi, maka itu pun telah mencukupi. Ulama Hanébilah juga
mensyaratkan kalimat sumpah dengan menggunakan nama Allah (bi Alldhi),
meskipun yang melakukan sumpah itu adalah orang kafir. Ulama Syifi’iyyah

mensunnahkan memberi penekanan lafazh sumpah dengan penambahan nama-

nama dan sifat-sifat Allah yakni dengan mengucapkan : 1_1!,1 Q :;- _.j di\\ 3

mmb_,ﬂu rx;;'L_';J_\s r.._-,_)_]'l U,,th LV_AL., L_H:.‘.lf._lL;‘,_.,a'm

? Abli Dawud Sulaymén ibn al-Asy'as al-Sijistard, Sunan Abf Déwud, Juz 11, Dar al-
Fikr, Beirut, 1594, h. 159. Hadis ini juga dapat dilihat pada, Abi “Abd Alldh Ahmad ibn Hanbal,
Musnad Ahmad ibn Hanbal, al-Maktab al-Islami, Beirut, jilid I, h. 48.
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(Demi Allah Zat yang tiada Tuhar selain Dia yang maha mengetahui yang ghaib
dan yang terang, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang mengetahui
perkara yang samar maupun yang jelas). Ulama Hanafiyyah berpendapat
bahwasanya hakim dalam menyumpah orang muslim hendaknya tidak meminta
untuk memberikan penekanan/penyangatan lafazh sumpah, tapi cukup dengan
lafazh bi Allahi atau wa Alléhi (Demi Allah); meskipun demikian ia boleh
memberi penekanan kalimat sumpah dengan menyebut sifat-sifat Allah.'’ Para
ulama berpendapat bahwasanya jika orang yang b&rsumpah itu seorang ° Yahudi
maka hendaknya ia mengucapkan kallmat\f"’ 27 ‘-’L‘ “5’:7“"\—“ "'—‘ -’—“'Gﬂ-‘
(Demi Allah Zat yang menurunkan kitab Taurat kepada Mﬁsé) dan jika ia
seorang Nasrani hendaknya ia bersumpah dengan kalimat J—-"-‘X _‘- i u;Jl-kU‘L.

(_;W—:{- L.rL’- (Demi Allah Zat yang menurunkan kitab Injil kepada ‘Is4), dan jika

ia seorang Majusi hendaknya ia bersumpah dengan kalimat Wi 3\~ 240 =2

(Demi Allah Zat yang menciptakan api), Demikian pula terhadap umat lain selain
Muslim, dibolehkan menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing, namun
tetap harus merujuk atas nama Allah (bi AllGhi)."" Dengan demikian, membawa
faedah bahwasanya semuanya berprinsip pada hukum Allah, sebagaimana
dinyatakan dalam surat al-M4'idah (5) ayat 49

D e T | e
r—'ﬁ""_‘;__-ch &:-JYJ '__JJ.\L_ {-‘QM__,oS:?"lj
Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka

menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu mereka”™,

- Y B R i

' Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islam? wa Adiflatuh, juz V1, h. 522-523.

"' Ibid, h 524; ‘Ald' al-Din Abi al-Hasan ‘Ali ibn Khalil al-Thardbasi, Mu’in al-
Hulkkam, Maktabsh Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, Mesir, 1973, h. 65-66; Syihab al-
Din Ibrahim ibn ‘Abd Alléh , Kitdh Adab ai-Qada’, Diar al-Kutub al-‘Imiyyah, Beirut, 1987, h.
198-199.
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Jadi fugahd' telah sependapat bahwa sumpah yang dapat menetapkan suatu
gugatan atau menghapuskannya adalah sumpah dengan nama Allah yang tiada
Tuhan selain Dia."

Adapun dalam hukum acara perdata (dalam hal ini, sebagai rujukan
utamanya yakni baik HIR, RBg maupun BW) pengertian sumpah itu sendiri (an
sich) sebenamya tidak didapatkan definisinya secara jelas, begitu pula mengenai
kalimat sumpah juga tidak diberikan acuan maupun batasannya. Hanya saja para
ahli hukum acara perdata memberikan pengertian sumpah secara umum adalah,
suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu
memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa Tuhan,
dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar
akan dihukum oleh-Nya."? Dalam prakteknya, mengenai kalimat sumpah dalam
hukum acara perdata biasanya diserahkan kepada kebiasaan-kebiasaan dalam
praktek penyelenggaraan di peradilan umum.

B. Landasan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti

Landasan hukum sumpah sebagai alat bukti menurut hukum Islam di

antaranya adalah firman Allah dalam surat an-Nahl (i6) ayat 94 yang

menyatakan :
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Artinya : “Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat
penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelineir kaki(mu) sesudah kokoh

'* Abli al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Qurthubi al-
Andalusi, Biddyat al-Mujtahid wa Nikdyat al-Muqtashid, , Dér Thyd' al-Kutub al-‘Arabiyyah,
Indonesm,t th., juz IT, h, 349.

* Misatkan dapat dilihat pada, Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata
Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 155.
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tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu
menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar”.

Dalam surat Ali “Imrén (3) ayat 77 dinyatakan :
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Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji(nya dengan)
Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu
tidak mendapat kebahagiaan (pahala) di akherat, dan Allah tidak akan
berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada
hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka, Bagi mereka azab
yang pedih”."®

Dalam surat al-Bagarah (2) ayat 225 dinyatakan :
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Artinya : “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak
dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan
(sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyantun™, '

Di samping itu terdapat pula hadis yang menyatakan :
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" Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Gema Risalah Press, Bandung,
1993, h. 416,

'* Ibid., h. 88.

'S Ibid , h. 54.

'" Abi al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysabiri, Shakik Muslim, Juz
IL, Dar al-Fikr, Beirut, 1993, h. 120.
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Artinya : (dari jalur sanad) Muslim <=> Abifl al-Thahir <=> Ahmad ibn
“Amr 1bn Sarh <=> Jbn Wahb <=> Ibn Jurayj <=> Ibn Abi Mulaykah <=>
Ibn *Abbas meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah saw. berkata : Kalaulah
seluruh yang didakwa/dituntut manusia diberikan, maka mereka (pasti)
akan menuntut darah dan harta seseorang. Akan tetapi, sumpah adalah hak
atas orang yang didakwa/digugat. Dalam riwayat lain (dari jalur sanad)
Muslim <=> Abii Bakr ibn Abi Syaybah <=> Muhammad ibn Bisyr <=>
Nafi’ ibn “Umar <=> Ibn Abi Mulaykah <=> Ibn ‘Abbés meriwayatkan,
bahwasanya Rasulullah saw. telah memutuskan perkara dengan adanya
sumpah yang menjadi hak tergugat.

Sedangkan landasan hukum bahwa sumpah sebagai alat bukti yang sah
menurut hukum acara perdata adalah di sebutkan oleh undang-undang pasal 164
HIR, 254 RBg, 1866 BW yang menyatakan bahwa alat-alat bukti terdiri atas -
bukti tulisanfsun;it, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan,
pengakuan, sumpah.”® Adapun penjelasan mengenai alat bukti sumpah, macam-
macamnya, kekuatan dan akibat hukumnya diatur dalam HIR (pasal 155-
158,177), RBg (pasal 182-185,314), BW (pasal 1929-1945)."

Mengenai alat bukti sumpah ini, pasal 1929 BW menyatakan : Ada dua
macam sumpah dimuka hakim : a) sumpah yang oleh pihak yang satu
diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara
padanya; dan b) sumpah yang oleh hakim, karena jabatannya ini diperintahkan
kepada salah satu pihak*® Di samping itu, dalam pasal 157 HIR ditegaskan
bahwa : sumpah itu, baik yang di perintahkan oleh hakim maupun yang diminta
atau dikembalikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, harus dijalankan

** R. Tresna, Komentar HIR (Reglemen Hukum Acara di dalam pemeriksaan di muka
Pengadilan Negeri), Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. XV, 1996, h.141: R. Subekti dan R
Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Terjemahan Burgerlijk Wetboek),
Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. XXV, 1992, h. 397.

** Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 155,

* R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), h.
407.




sendiri, kecuali kalau karcna sebab yang penting. pengadilan negent memben izin
kepada satu pihak, akan menyuruh bersumpah scorang wakilnya yang dikuasakan
untuk mengangkat sumpah it maka kuasa itu hanya boleh diberikan dengan
akle otentik vang dengan seksama dan cukup menyebutkan sumpan yang akan
diangkat 1tu. o
C. Macam-macam Sumpah
Menurut hukum Islam, macam-macam sumpah dilihat dan segi orang
vang mengucapkan sumpah dibagt menjadi 3 macam,”” vaitu :
|. Sumpah saksi (vamin al-svahid), vakni sumpah yang dikemukakan orang-
orang vang menjadi saksi sebelum mengemukakan kesaksiannya di depan
sidang pengaditan yang tyuannya untuk meneguhkan tentang Kejujurannya
dalam  bersaksi. Dalam hal ini Jamihiir fugahd” mencegahnyva, atau

mengangeapnya sumpah terscbut tidak memiliki kekuatan apapun.

5]

Sumpah tergugatl (vamin al-mudda'd ‘alayh) atau yang disebut juga dengan
sumpah ash atau sumpah wajib atau sumpah pembelaan diri, yakni sumpah
vang dikemukakan tergugat atas permintaan hakim vang didasarkan aias
adunva lunttas gogatan dari penggugat. Dalam istilah lain sumpzah im
discbut dengan vamin al-mumkir.” Sumpah ini merupakan Aujjeh bagi pihak
lerpueat. sebagaimana tersebul dalam hadis terdahulu yang menyatakan wa

lakinne al-vamin “ald al-mudda’a “alayh.

TR Tresna, Kemeatar HIR, G137,

* Wahbah al-Zuhavli, al-Figh al-Islami we Adiflaind b 600-60]

B oaNhhamaad b Yisuf al-Kal, Hikém al-akiam ‘alid Tulfar al-Huakkim, Dar al-
Kuwib al-llmivyah, Beimut, 1994, b 48; Ibn Juzavy, al-Omwidnin ol-Fighiyyalk, Dir al-Fikr,
Bewrui, te. b 263,
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Sumpah penggugal (vamin el-mudda't), vaknl sumpah yang dikemukakan
penggugat untuk menetapkan haknya atau untuk menolak tuduhan bahwa
sugatannya ilu palsu, Sumpah penggugat ini mencakup tiga bentuk, yaitu
al-Yamin  al-pdlibah, yakni sumpah vang diucapkan penggugat untuk
meneguhkan gugatannva. Sumpah scpertt im adakalnva  dikemukakan
berbarengan dengan seorang saksi, yaitu secorang sakst dan sumpah
penggugat, atau karena tergugat menolak untuk bersumpah (nukitf) yang
komudian tergugat mengembalikannya Kepada penggugat untuk bersumpah,
atau adakalanya untuk menctapkan tuduhan jindyat atas pelaku pembunuhan
(sumpah a/-gasdmaly), atau adakalanya untuk mengingkarl hedd ai-qadaf
(tuduhan zina) vang disebul dengan sumpah /i'dn, alau adakalanya berupa
stmpah untuk menguatkan suatu amanat,

al-Yamin al-tulmeah, yakni sumpah yang dihadapkan kcpada penggugat
dengan maksud untuk mengembalikan lagi dakwaan/gugatan vang dinilai
tidak jelas/pasti  oleh tlergugat. atau berarti sumpah yang diuvcapkan
pengeugat bahwa gugatannya benar.

al-Yamin al-istisag atau al-vamin al-istizhhdr, yakni sumpah penggugat atas
tuntutan hekim untuk menghilangkan keraguan terhadap diri penggugat
setelah ia mengemunakan alat-alat bukt yang dibuts™"an untek mendukung

nnva. Jadi sumpah int berfungst menyvempumakan alat bukti yang lain,

HE|




seperti menyempurnakan bukti kesaksian, dan sumpah ini ditetapkan oleh
hakim (disebut pula dengan yvamin «f-qadd N

Fugahd' sepakat, jika penggugat dapat mendatangkan dua orang saksi
dalam gagatannya, kemudian kesaksian dua orang saksi itu diterima, maka hakim
ha;us memutuskan memenangkan gugatan pihak penggugat. Namua, jika buku
vang diajukan oleh penggugat ternyata lemah, kemudian hakim meminta
sumpahnya lergugat dan ternyata tergugal mengucapkan sumpah, maka gugatan
pihak penggugat ditolak.”

Hanya saja, jika pihak tergugat menghindar/enggan untuk mengucapkan
sumpah (nukal), maka dalam hal ini terdapat perbedaan pencapat di kalangan
ulama. Jumfigr ulama berpendapat hahwa hakim tidak boleh memutuskan
perkara berdasarkan nwkn/, akan tetapi mengembalikan sumpah kepada
penggugat. Jumhir ulama juga menetapkan bahwa hakim boleh memutuskan
perkara berdasarkan sumpah  penggugat beserta kesaksian seorang saksi.
Sedangkan ulama Hanafiyyah dan Handbilah membolehkan hakim memutuskan
perkara atas dasar skit/ khususnya dalam perkara yang berkenaan dengan harta
benda (@mwdl). Di samping Iilu, menurut ulama Hanafivyah, hakim tidak boleh
memutuskan  perkara  berdasarkan  bukti scorang saksi ditambah sumpah

pengeugal, sedangkan ulama Hanabilah membolehkannya. ™

' VWahbah al-Zuhovli, al-Figh al-Islani wa Adillatalk, b 600-601; Lihat pula,
Muhammad ibn Yosol al-Kan, Hekdm wf-Alifdam “odiv Talifur af-Hukkin, 11 48-4:2 1bn Juzavy,
al-Cenvitnin al-Fighiyyah, Dar al-Fikr, Beiror, 1, b 263

Wahbal al-Zubayli, al-Figly al-tsld@mt wa Adillatuh, h. 602

* \Wahbah al-Zubayli, al-Figh al-Isldmi wa Adillatek, h. 603; Lihat pula, Ahmad *Abd
al-Mun"im al-Bahi, Min Thuriy al-Ishi fi al-Syari’ak wa al-Qaniin, Dar al-Fikr al-"Arabi, 11p.,
[965, 11 21, 49.50.



Adapun dalil yang dijadikan pegangan oleh jumhir fugahd' mengenai
tidak bolehnya memutuskan perkara atas dasar nukii! (ketidakmauan tergugat
mengucapkan sumpah) adalah berdasarkan hadis Nabi saw. riwayat Ibn ‘Abbias

yang menyatakan :
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“Bukti itu dibebankan Kepada penggugat, sedang sumpah dibebankan atas
pihak yang mengingkari (tergugat)”.

Menurut jumhir fuqaha’, dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa bukti
(al-bayyinah) itu menjadi hiyjjah penggugat (al-mudda'f), sedangkan sumpah (a!-
yamin) adalah fugjah pihak tergugat (al-mudda’d ‘alayh). Dalam hal ini, Nabi
saw. tidak menyebut nwkil. Menurut jumhar, sekiranya nuki! menjadi hujjah
bagi penggugat, tentunya Nabi menuturkannya. Dengan adanya nukil/, berarti
mengandung dua kemungkinan yakni bisa jadi pengingkaran pihak tergugat itu
benar atau bohong, maka tidak boleh keputusan peradilan didasarkan atas sesuatu
yang mengandung keragu-raguan dan kemungkinar. Jumhir fugahd' juga
mengemukakan Jalil tentang diperbolehkannya mengembalikan sumpah kepada
pihak penggugat, yakni berdasarkan hadis riwayat al-Déruquthni, al-Bayhaqi dan

al-Hékim yang berasal dari riwayat Ibn ‘Umar yang menyatakan :
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“Bahwasanya Rasulullah saw. (pernah) mengembalikan sumpah kepada
pihak yang menuntut hak”.

" Hadis riwayat al-Bayhagi dan al-Thabréni dengan sanad-sanad yang shahih, lihat, al-
Sayyid Sibiq, Figh al-Sunnah, Toha Putera, Semarang, tt., jilid O, h. 327; Muhammad ibn
Isma'il al-Kahldnf (dikenal dengan nama al-Shan’ani), Swbul al-Salim, Dahlin, Bandung, tt., juz
IV, h. 132,

* Lihat, Muhammad ibn Ysma'il al-Kahldni (al-Shan'ani), Subul al-Salam, juz IV, h.
136.
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Di samping itu didasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Ma'idah (3) ayat
108, vang artinya : “Itu lebih dekat untuk (menjadikan para saksi)
mengemukakan apa yang scbenarnya, dan (lebih dekat untuk menjadikan
mereka) merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah
mereka bersqmpah“.zg Jumhdr fugahd” juga berpegang kepada perkataan para
sahabat Nabli saw. seperti ‘Umar, *Usman, *Ali dan lainnya yang menetapkan
kebolehan mengembalikan sumpah kepada pihak penggugat.”

Adapun duafil ulama Hanafiyyah dan Hanabilah yang membolehkan
putusan perkara berdasarkan nukzd, mereka beralasan bahwa banyak para sahabat
Nabi saw. yang memutuskan perkara atas dasar nuki/ dan para sahabat yang
lainnya lidak mengingkarinya, seperti yang telah dilakukan ‘Usman dalam
me.mutus perkara atas nuki/-nya Ibn ‘Umar. Hal ini berarti adanya ijma’ para
sahabat atas kebolehan memutus perkara berdasarkan nuwkidl. Sedangkan
ketidakbolehan mengembalikan sumpah kepada pihak penggugat menurut ulama
- Hanafiyyah dan Handbilah, didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan “a/-
bayyinatu ‘ald al-mudda’i wa al-yaminu ‘ald man ankard”, yang berarti semua
jenis sumpah itu hanya dibebankan (haknyz) tergugat/orang yang mengingkari
pugatan.*!

Di samping itu, jumhir fugahid' termasuk juga ulama Hanabilah
membolehkan pemutusan perkara dengan berdasar bukti seorang saksi dan

sumpahnya penggugat, Mereka bersandar pada hadis Nabi yang menyatakan :

* Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terfermafinya, h. 181,

 Wahbah al-Zuhayh, al-Fiqh al-Iskim? wa Adillatal, h. 605,

M Ibid,, h. 603; Abmad *Abd al-Mun'im al-Bahi, Min Thirfiq al-Ishit f7 al-Syari’ah wa
al-{aniin, h. 54-55,
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“(Dengan jalur sanad) Muslim <=> AbQ Bakr ibn Abi Syaybah dan
Muhammad ibn “Abd Alldh 1ibn Numayr <=> Zayd (Ibn Hubab) <=> Savf
ibn Sulaymén <=> Qays ibn Sa’d <=> ‘Amr ibn Dinar <=> Ibn “Abbas
meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah saw. telah memutus perkara
berdasarkan sumpah dan seorang saksi”.

Sedangkan Aujjah ulama Hanafiyyah yang tidak membolehkan memutus perkara
berdasarkan bukti seorang saksi dan sumpah, adalah didasarkan kepada firman

Allah dalam surat al- Baqarah (2) ayat 282 :
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Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laklffakl
(di antaramu). Jika tidak ada duaz orang lelaki, maka (boleh) secorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridlai, supaya jika
seorang lupa maka yang scorang lagi mengingatkannya”.
Dari ayat Jdi atas, menurut ulama Hanafiyyah bahwasanya yang diminta oleh al-
Qur’an adalah kesaksian dua orang laki-laki, atau kesaksian seorang laki-laki can
dua orang perempuan. Maka, jika kesaksian seorang saksi dan sumpah penggugat
diterima berarti ada hukum penambahan terhadap nash al-Qur’an. Menurut
mereka, penambahan terhadap rash berarti naskh. Sedangkan naskh terhadzp al-

Qur’an tidak diperbolehkan kecuali dengan hadis yang berstatus mutawdrir atau

2 Abl al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysabiri, Shahih Muslim, Juz
1L, h. 120. Teks hadis tersebut dapat dilihat pula pada : Abi Dawud Sulayman ibn al-Asy’as al-
Sijistani, Sunan Abf Dawad, Juz 11, h. 173, Hadis ini ada yang mentlai berstatus mufawdtir
karena dinwayatkan lebih dari dua puluh orang sahabat (seperti : Abl Hurayrah, Ibn ‘Umar, ‘Ali,
Ibn “Abbés, Zayd ibn Sabit, Jabir ibn ‘Abd Alldh dan lain-lain), demikian dikatakan Ibn al-Jawzi
dan al-Bayhaql. Imam al-Syifi'i menilai hadis ini kuat sekali dan tidak seorang pun ahl al-‘ilm
yang menﬁmgkannya Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Isldmi wa Adilfatul, h. 528.

Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 70.
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masyhitr, sedangkan hadis tentang sumpah beserta seorang saksi dinilai mereka

hanya berstatus ahad.*

Dari perbedaan pendapat di atas, penulis lebih cenderung (sepakat)
kepada pendapat jumhir fuqahd’, karena di samping hadis tentang kebolehan
memutus perkara dengan sumpah dan seorang saksi tersebut bemilai kuat
(shahih), juzga penambahan hukum terhadap nash al-Qur’an bukan berarti
pembatalan, melainkan suatu penambahan yang tidak mengubah hukum yang
ditambahkannya itu.

Adapun mengenai syarat-syarat sumpah scbagai alat bukti, fugahd’
sependapat di dalam enam syarat yang meliputi -

1.‘ Orang yang bersumpah itu telah mukalaf, yaitu balig dan berakal, serta
mengemukakan sumpahnya atas kesadaran sendiri. Oleh sebab i, sumpah
anak kecil, orang gila, orang yang tidak sadar (sedang tidur) dan dalam
keadaan terpaksa dianggap tidak sah sebagai alat bukti di depan sidang
pengadilan.

2. Pihak tergugat mengingkari gugatan yang diajukan kepadanya, sehingga pihak
ergugat mengemukakan sumpahnya. Jika pihak tergusat mzmbenarkan
gugatan yang diajukan kepadanya, maka sumpah dari tergugat tidak
diperlukan lagi.

3. Sumpah itu dilakukan atas permintaan penggugat atau atas perintah hakim.

4. Sumpah itu dilakukan sendiri oleh tergugat, dan tidak boleh diwakilkan:

karena berkenaan dengan diri dan agama orang yang bersumpah itu sendiri.
5. Sumpah itu tidak berkaitan dengan hak-hak Allah swt semata, seperti dalam

persoalan hudid (jarimah). Oleh sebab itu, untuk tindak pidana, perzinaan,

pencurian, meminum-minuman keras, pemberontakan, menuduh orang lain

** Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Istamf wa Adillatak, h. 526-527: Ahmad ‘Abd al-
Mun'im al-Bahi, Min Thuritq al-Isbit fi al-Syari’ak wa al-Qanan, h. 22-23.
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berbuat zina, perampokan dan murtad maka sumpah dari tergugat tidak
berlaku atau udak diterima.

6. Sumpah itu hanya berlaku pada kasus-kasus yang terhadap kasus itu
pembuktiannya dapat dilakukan melalui pengakuan (igrdr). Oleh sebab itu,
jika terhadap kasus itu igrdr tidak boleh maka sumpahpun tidak
diperbolehkan. Maka tidak boleh bersumpah scorang wakil, wali aiau kurator
terhadap perkara orang yang diwakih atau di bawah pemeliharaannya, karena
pengakuan mercka mengenai orang lain dinilai tidak sah.*”

Disamping syarat-syarat yang disepakati fugahd’ diatas ada syarat lainnva
yang keberadaannya dipersclisthkan para ulama figh, yaitu penggugat udak
mampu mengemukakan alat buktinya atau dalam ketiadaan alat bukti sebagai
pengual sugatan vang diajukan penggugat. Jika alat bukti yang dikemukakan
penggugat cukup dan kuat, maka sumpah dari tergugat untuk mempertahankan
haknya udak diperlukan lagi. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur fugahd’ selain
Syafi'iyyah.  Ulama Syafi’iyyah tidak menerima syarat ini karena menurut
mereka alat bukti merupakan kewajiban dari pihak penggugat sedangkan sumpah
merupakan hak tergugat. Disamping itu, ulama Hanafiyyah dan Handbilah tidak
membolehkan pembelaan dengan sumpah menyangkut wjuh kasus, yaitu ; nikah,
talak, nasab (pertalian darah), masa kembali dalam kasus 118°, memerdekakan
budak, mengambil budak dan dakwaan budak wanita bahwa ia melahirkan anak
tuannya. Ketwuh kasus 1ty sematﬂ-mﬂl:; menvangkut esensi kasus bersangkutan,

bukan menyangkut barta benda vang merupakan dampak dari adanya ketujuh hal

* Wahbah al-Zuhayli, wl-Figh al-fsfimi wa Adillacalr, h 597
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itu. Sementara itu, ulama Malikiyyah membolehkan pembelaan dengan sumpah
pada kasus nikah saja. Akan tetapi ulam.a Syéfi’iyyah membolehkan penggunaan
sumpah dalam ketuuh hal diatas. Alasannya bertolak dari pengertian umum
hadis Nabi vang menyatakan bahwa sumpah (menjadi hwjefr) bagi pihak
tergugat.™

Adapun macam-macam sumpah menurut hukum acara perdata dibedakan
menjadi dua macam, yakm sumpah promisserr (yvaitu sumpah untuk berjanji
melakukan  atau  tdak  melakukan  sesuatu) dan sumpah  asserrorr atau
confirmatorr (sumpah untuk memben keterangan guna meneguhkan bahwa
sesuatu ity benar demikian atau tdak). Termasuk sumpah promissoir adalah
sumpah saksi dan sumpah (saksi) ahli, karena sebelum memberikan kesaksian
atau pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janp akan membenkan
keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya; sedang sumpah
contirmatoir tidak lain adalah sumpah scbagai alat bukti, karena fungsinya adalah
untitk meneguhkan (confirm) suatu peristiwa.”

Sedangkan sumpah sebagai alat bukti menurut hukum acara perdata diatur
dalam HIR (pasal 155-158, 177), RBg (pasal 182-185, 314), BW (pasal 1929-
1945).™ HIR menycbutkan 3 macam sumpah scbagai alat bukti, vaitu: sumpah
pelengkap (suppletoir), sumpah pemutus yang bersifat menentukan (deciseir) dan

sumpah penaksiran (aestimatolr, schattingseed).

 fhid. b 598, 609,

" Sudikno Mertokusumo, Jinkum Acora Perdatn Indonesia, Liberty, Youyakana, 1999,
h 155

™ R Tresna, Komentar HIR (Reglemen Hukum Acvara di datam pemeribsaan dr muka
Pengadilan Negeri), Pradnya Paramita, Jakara, Cet, XV, 1996, h.135-139, 158; R. Subekti dan
R, Tyrosudibio, Kirah Undang-undung Hukum Perduta (Terfemuhan Burgerlijk Wetboek),
Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. XXV, 1992, h, 406-409,
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a, Sumpah Pelengkap/Suppleton Fed (ps. 155 HIR, 182 RBg, 1940 BW)

Sumpah suppletoir atau sumpah pelengkap ialah sumpah yang
diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk
melengkapi pembuktian penistiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar
putusannya. Untuk dapat diperintahkan suppletoir kepada salah satu pihak harus
ada pembuknan permulaan lebih dulu, 1etapt yang belum mencukupi dan tidek
ada alat bukti lainnya, sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletoir
pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, hakim dapat menjatuhkan putusannya,
misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja. Karena sumpah suppletoir ini
mempunyai fungsi menyelesaikan perkara, maka mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna, yang masih memungkinkan adanya bukti lawan. Pihak
lawan boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu apabila putusan yang
didasarkan atas sumpah suppleteir itu telah mempunyai kekuatan hukum yang
pasti, maka pihak yang dikalahkan terbuka kesempatan mengajukan request civil
setelah keputusan pidana yang menyatakan bahwa sumpah 1tu palsu.

Hakim bukannva wajib Karena jabatannya untuk memerintahkan atau
membebani  sumpah  suppletoir kepada salah satu pihak, tetapi sekedar
mempunyal wewenang., Untuk 1tu ia harus selalu mengingal syarat-syaral yvang
ditentukan oleh undang-undang pasal 125 HIR, 182 RBg, 914 BW. Tanpa
adanya bukti sama sekali hakim tidak boleh memerintahkan atau membebani

sumpah suppletoir. demikian pula apabila alat buktinya cukup lengkan.” Dengan

Y Sudikna Menokusuma, Hkienr Acara Perdata Tndonesia, Liberty, Yogyakanig, 1999, h
135-150.




demikian sumpah suppletoir diperintahkan apabila telah terpenuhi syarat-

syaratnya yanu:

a. Kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan atas sesuatu peristiwa atau hak
belum cukup terang.

b. Terdapat pula kebenaran gugatan atau pembelaan i, yang berdasarkan bukti
(permulaan) vang ada belum cukup untuk menjadi dasar (menurut hukum
pembuktian) untuk memutus perkara.

c. Tidak ada jalan lain untuk menguatkannyva dengan alat-alat bukt, baik buku
surat maupun saksi-saksi. kecuali dengan sumpah. Apabila dilakukan sumpak
suppletoir perkara menjadi selesal.

Sumpah suppletorr dilakukan dengan tata cara vang diatur dalam pasal

157, 158 HIR sebagai berikut:

a. Sumpah harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

b. Pada sidang pengucapan sumpah harus di hadiri oleh pihak lawan, kecuali
dalam hal pihak lawan telah dipanggi! untuk itu tetapi tidak hadir tanpa alasan
vang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir.

¢, Sumpah harus diucapkan sendint oleh pihak yang bersangkutan atau oleh
wakilnya. Dalam hal sumpah dilakukan oleh wakilnya harus ada izin dari
hakim vang memeriksa perkara, harus ada surat kuasa istimewa dan otentik
yang Khusus untuk keperluan 1tu, dan di dalam surat kuasa itu harus memuat

bunyi sumpahnya.
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d. Bunyi sumpah harus sesuat dengan yang diperintahkan oleh hakim.

Kekuatan pembuktian sumpah suppletoir bersifat:

a. Menyelesaitkan perkara.

P

b. Memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

=]

. Masih memungkinkam adanya bukti lawan.

j=

. Dapat dibatalkan dengan putusan hakim yang lebih tinggi.

F.

IApabilu sumpah itu terbukn palsu, maka dapat dijadikan alasan mohon
peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung *'

Apabila pihak-pthak yang diperintahkan hakim telah mengucapkan
sumpah suppletoir maka ia dimenangkan dalam perkara, tetapi apabila pihak
tersebut menolak untuk bersumpah maka 1a akan dikalahkan dalam perkara.
Pihak yvang diperintahkan sumpah suppletoir tidak boleh mengembalikan sumpah
suppictoir kepada pihak lnwan dan hanya boleh menolak atau melakukan sumpah
tersebut (pasal 1943 BW) Y Adupun pihak manakah yang harus diperintabkan
untuk bersumpah suppletoir, dalum hal im terserah sepenubnya kepada hakim
Vang mempunyd inisiatii untuk micmbebant sumpah. Dalam hal int vang harus
menjadi pertimbangan hakim ialah pihak manakan vang dengan bersumpah
suppietoir 1tu sekiranya akan menjamin kebenaran perisiwa vang menjadi
sengketa

0. Sumpah Penaksiran (destmaranr led)

AL NMukti Arto, Drakrek Perlara Perdice @ Pada Pengadifun Agaa, Pustaka Pelajar,
Yogvakarta v 18531854

il ho 184

R subekti dan R finosudibio. Kitah  Uadeng-undang  Hulom  Perdota
{Terjemutan Brrgerliih Wethoek), Pradnya Paramita, Jakarta, Cet, XXV, 1692, h, <99,

 Sudikne Mertohusume, Hukum Acara Perdata, h. 156
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Sumpah penaksiran diatur dalam pasal 155 HIR, 182 RBg, 1940 BW.*
Sumpah penaksiran, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena
Jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Di
dalam prakiek sering terjadi bahwa jumlah uang ganti kerugian vang diajukan
oleh pihak vang bersangkutan itu simpang siur, maka soal ganti rugi ini harus
dipastikan dengan pembuktian. Hakim tidaklah wajib untuk membebani sumpah
penaksiran kepada penggugat. Sumpah penaksiran barulah dapat dibebankan oleh
hakim kepada penggugat apabila penggugat telah dapat membuktikan haknva
atas ganti kerugian itu serta jumiahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain
untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut kecuali dengan taksiran.*
Dalam ayat 2 pasal 155 HIR ternyata bahwa sumpah penaksir hanya dapat
dibebankan kepada pihak penggugat™ Dalam istilah, penggugat termasuk
penggugat dalam gugat balasan, yakni penggugat dalam re!\'{:mpne;nsi_n

Kekuatan pembuktian sumpah aestimatoir ini sama dengan sumpah
suppletoir, yakni bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan.
¢. Sumpah Pemutus (Decisoir Eed)

Sumpah decisoir atau pemutus adalah sumpah vang dibebankan atas

permintaan salah satu pihak kepada lawannya (ps. 156 HIR, 183 RBg, 1930

BW)." Pihak vang minta lawannya mengucapkan sumpah disebut deferent,

¥R, Tresna, Kensentar IR, h. 136, R, Subekti dan R, Tjitrosudibio, Kitah Undang-
andang Hukwm Perdata, h, 408,

* Sudikno Mertokusumo, Huktm Acara Perdata, h 157

" R. Tresna, Kementar FHIR. h. 136.

* Retnowulan Sutantio dan Iskandar Ocnpkartawinata, Hikam Acery Perdutu dalam
Teori dun Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 89.

" R. Tresna, Komentar HIR, h. 136, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitah Undang-
wndaeng Hubwm Perdata (BRY. N, 407,




sedang pihak yang harus bersumpah disebut defaar. Inisiatif untuk membebani
sumpah decisoir ini datang dari salah satu pihak (deferenr) dan ia pulalah yang
menyusun rumusan sumpahnya.” Sumpah decisoir dapat dibebankan kepada
siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam berperkara, secara pribadi atau oleh
orang vang diberi kuasa khusus dengan akta otentik (ps. 157 HIR, 184 RBg, 1945
BW).>

Berlamnan dengan sumpah suppletoir, maka sumpah decisoir dapat
dibebankan atau diperimtahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali,
schingga pembebanan sumpah decisoir ini dapat dilakukan pada setiap saat
selama pemeriksaan di persidangan (ps. 156 HIR, 1930 BW). Sumpah decisoir
ini dapat dibebankan mengenai segala peristiwa yang menjadi sengketa dan
bukan mengenai pelbagai pendapat tentang hukum atau hubungan hukum (ps.
1930 BW). Sekalipun demikian peristiwa itu harus mengenai perbuatan yang
dilakukan sendiri oleh pihak vang disuruh bersumpah (ps. 156 HIR, 1931 BW).”'
Kalau perbuatan itu dilakukan oleh kedua belah pihak dan pihak yang disuruh
bersumpah (defaar) tidak bersedia mengucapkan sumpah, dapat mengembalikan
sumpah 1tu kepada lawannya (refaat). Kalau perbuatan yang dimintakan sumpah
itu bukan merupakan perbuatan yang dilakukan bersama oleh kedua belah pihak,
melainkan hanya dilakukan oleh yang dibebani sumpah saja, maka sumpah itu

tidak bolch dikembalikan (ps. 1933 BW).™

" Sudikno Merwokusumo, Heeksom Acara Perdara, b, 157-158.

"R Tresna, Kementar HIR, b 137; R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kiteh Undang-
savddang Hihaons Perdata (BW), 400,

"R, Tresna, Komenwar HiRR. h. 136, R, Subekti dan R. Tiitrosudibio, Kiteh Undang-
wireliung Flakom Perdare (B, h. 409

 Subekti dan R. Tjitrosudibio, hie,, h 407,
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Hakim dapat meneliti apakah permintaan deferent (pihak yang minta
Jawannva mengucapkan sumpah) itu memenubn syarat sehingga permintaan
deferent agar lawannya mengucapkan sumpah dapat ditolak atau dikabulkan oleh
hakim. Kalau ditolak oleh hakim maka pemeriksaan perkara berjalan terus. Kalau
hakim mengabulkan permintaan deferent dan kemudian hakim membebankan
sumpah kepada delaat, maka delear i dapat menjalankan, menolak atau
mengembalikan sumpah itu kepada lawannya (refaut).”

Akibat mengucapkan sumpah decisoir ialah bahwa kebenaran peristiwa
vang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh
membuktikan bahwa sumpah itu palsu, tanpa mengurangi wewenang jaksa untuk
menuntut berdasarkan sumpah palsu (ps. 242 KUHP), sehingga merupakan bukti
yang bersifat menentukan, yang berarti bahwa deferent harus dikalahkan tanpa
ada kemungkinan untuk mengajukan alat buku lainnya (ps. 177 HIR, 1936
BW.> Bahkan kalau peristiwa vang dimintakan sumpah itu ternyata tidak benar
maka hal itu tidak akan menghilangkan akibat hukum dari sumpah decisoir.
Sumpah decisoir palsu tidak mempunyai pengaruh terhadap akibat suinpah
decisoir itu sendiri. Oleh karena itu sumpah decisoir harus berkenaan dengan hal
yang pokok dan bersifat tuntas atau menentukan serta menyelesaikan
sengketanya (litis decisoir). Menolak untuk mengucapkan sumpah decisoir akan
mengakibatkan dikalahkannya deleat. Barangsiapa yang dibebini  sumpah
decisoir tetapi menolak dan tidak juga mengembalikan sumpah kepada deferent

(dalam hal dikembalikan sumpah ini disebut juga relaar), atau siapa yang

N Gudikno Mertakusumeo, Hukam Aeara Perdata, h. 158,
SR Tresna, Komentar HIR, h 158, R. Subekii dan R, Tjitrosudibio, Kitab Undung-
wndang Hukum Perduta (B1), h 408
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memerintahkan pihak lawan untuk bersumpah, tetapi dikembalikan oleh deluar
kemudian deferent menolak untuk bersumpah, harus dikalahkan (ps. 156 HIR,
1932 BW).”

Dikembalikannya sumpah kepada lawannya berarti bahwa putusan hakim
itu tergantung pada sikap relaat erhadap pengembalian sumpah it oleh defaaf.
Tidak setiap sumpah decisoir dapat dikembalikan. Sumpah decisoir baru dapat
dikembalikan oleh defaar apabila sumpah itu bagi deferent berhubungan dengan
perbuatan vang dilakukan bersama-sama dengan pihak lawan (ps. 1933 BW).™

Menurut R. Subekti, sumpah decisoir dapat diperintahkan tentang scgala
persengketaan vang berupa apapun juga, selain tentang hal-hal yang para pihak
lidak berkuasa mengadakan suatu perdamaian atau hal-hal dimana pengakuan
mereka tidak boleh diperhatikan. Dengan memerintahkan sumnpah decisoir itu
pihak vang memerintahkan sumpah dianggap scbagai orang yang melepaskan
suatu hak. Seolah-olah orang itu mengatakan kepada pihak lawannya : “Baiklah,
kalau kamu berant sumpah, sayva rela dikalahkan™ " Jadi vang dilepaskan adalah
suatu hak, oleh karena itu tentunva berupa hak vang dapat dilepaskan, yakn:
hanvalah hak yang berada dalam kekuasaannya untuk dilepaskan, misalnya hak
untuk menagih utang, untuk mendapatkan barang dan scbagainya. Apabila

mengenal persoalan vang menyangkut ada awau ndak adanya perzinahan atau

¥R rrespa, Koo HIR W 136, R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kirab Undang-
aeleany Hakion Perdara (8215, 1 207,

R Subekil dan R Thitrosudibio, Mhid

¥ v ]1’..!_‘|i :_.l.,'.-u”- f & _",]'.I;.,*' Yeadnia Papanura al-arra as b R4
LA, sy STy PEGONYS Caranid, Jaxaria, I S
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betul tidaknya scorang adalah bapak dan bayi vang sedang dikandung, sumpah
decisoir (pemutus) tidak dapat dimohonkan.™

Maksud dijatuhkannya sumpah decisoir adalah untuk mengakhiri perkara.
Jika maksud tersebut tidak akan tercapai dengan pembebanan sumpah tersebut,
maka permohonan agar pihak lawan disumpah tidak dikabulkan. Sebagai contoh.,
apabila ada seorang pria digugat untuk membayar suatu ganti kerugian dan
memben natkah bagi anak vang ditimbulkan olehnya di luar kawin. Seandainva
sumpah decisoir untuk menentukan benar tidaknya pria lersebut telah pernah
mengadakan hubungan sex dengan penggugat dibenarkan dan sumpah tersebut
diucapkan oleh pria tersebut, hal itu tidak membuktikan bahwa pria tersebut
benar-benar adalah ayah dari anak tersebul. Oleh karena itu sumpah decisoir
tersebut adalah udak /iris deciseir dan harus ditolak. Adapun perihal penentuan
apakah suatu sumpah /fius decisorr atau tidak adalah merupakan persoaian
hukum, bukan saja dalam taral banding, akan tetapi juga dalam taraf kasasi.
Mahkamah Agung berhak untuk memlai kembali, apakah sumpah tersebut /inis
decisoir atau tidak.™

Sumpah decisoir ini ada vang menyebutnya sebagal “senjaia pamungkas™
(senjata terakhir) bagi suatu pihak yang tidak mengajukan suatu pembukuan. la
merupakan suatu senjata vang mudah dipakai, tetapi juga berbahava bagi vang
menggunakannya. Kalau pthak lawan berani sumpah, orang yvang memerintahkan
sumpah itu akan kalah. Dalam hal ini, siapa vang telah memeriniahkan atau

mengen.balikan sumpah, tidak dapat menarik kembali perbuatannva itu jika

" Retnowulan Sutantio dan Iskandar Ocripkartawinata, Hukecnnr Acara Perduta, i 92
) ;
b, 93
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pihak lawan sudah bersedia mengangkat sumpah. Apabila orang vang

dipenintahkan melakukan sumpah decisoir, atau orang yang menerima kernbali

perintah 1ty sudah mengangkat sumpahnya, maka pihak lawannya sudah tidak
dapat diterima untuk membuktikan kepalsuan sumpah itu.*

Apabila hakim berpendapat bahwa permintaan sumpah decisoir dapat
dikabulkan, maka hakim menjatuhkan “putusan sela” dengan memerintahkan
delaat supaya mengucapkan sumpah, Sumpah dilakukan menurut tata cara yang
diatur dalam pasal 157, 158 HIR scbagai berikut -

a. Sumpah harus diucapkan sendiri oleh de/uar, kecuali jika diwakilkan kepada
orang lain,

b. Bunyi sumpah harus sesuai dengan vang diminta oleh deferent.

c. Pengucapan sumpah harus dihadiri pihak lawan, kecuali dalam hal telah
dipanggil dengan patui namun tidak imdir dalam sidang 1anpa sesuatu alasan
vang sah.

Apabila karena sesuatu alasan yang penting, baik atas peermintaan
defercin atau atas pertimbangan hakim, maka hakim dapat memerintahkan agar
sumpah dilakukan di tempat lain yang dianggap berguna atau keramat, seperti di
miasnd, gereja, makam dan sebagainya. Dalam hal vang demikian maka hakim
harus menunda persidangan sampai han yang ditetapkan kemudian untuk
keperluan i

Dalam sumpah decisoir ini, apabila pihak defear melaksanakan sumpah,

maka g akan dimenangkan dalam perkara. Sebaliknya. jika delues menolak

"R Subekti, Hakewr Pewbiektian, h. 60-61.
"l R Tresna, Komentar HIR b 1372138
" A Mukt Arto, Prakitel Perkara Perdata, I 183




sumpah, maka 1a akan dikalahkan dalam perkara. Tetapt apabila delaat

mengembalikan sumpah kepada releat vang semula meminta sumpah, maka

harus dipenuhi syarat-syarat sebagai herikut

a. Sumpah 1w mengenal perbuatan vang dilakukan oleh kedua belah pihak, delear
dan refaa.

b. Kalau sumpah it bukan mengenai perbuatan vang dilakukan oleh kedua belah
pthak, melammkan hanva dilakukan oleh pihak defaar yang diminta untek
bersumpah, maka tidak depst dikembalibon bepade deferentirelaat.

Apabila zumpah Hu dikembalikan kepada refaat maka pihak refaai dapat

o

menolak atan melakuban summah vany dikembalikan i Pihabk refagr tidak

dapat mengembabikan ser pah Lepoda delea ataw lawannva. Apabila relea:

1 1 b (-
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BAB 1V

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA

A. Pengertian Sumpah

Berkenaan dengan pengertian sumpah, antara hukum Islam dan hukum
acara perdata terdapat scgi-segl  persamaan  maupun perbedaan.  Adapun
persamaannya adalah sama-sama merupakan suatu pernyataan yang khidmat
untuk memperteguh suatu kebenaran dengan mengingal atau menyebut nama
Tuhun, Hanya saja, dalam hukum lslam, para ulama sependapat bahwa kalimat
sumpah harus menggunakan nama Allah yang niada Tuhan selain Dia atau
menggunakan nama-nama maupun sifat-sifat yang dikhususkan kepada Allah dan
bukan sclain-Nya:' sedangkan dalam hukum acara perdata, apabila kita telusun
dari kitab undang-undang yang menjadi rujukan utamanya baik itu di dalam HIR,
RBg maupun BW/Kitab Undang-undang” Hukum Acara Perdata sebenarnya tidak
ada satupun pasal-pasalnya yang mengharuskan sumpah dengan menggunakan
nama Tuban, apalagi khusus dengan nama Allah, Meskipun, dalam prakteknya di
peradilan di Indonesia para hakim memberikan pedoman sumpah dengan
menggunakan nama Tuhan. Hal ini tidak terlepas dan dasar negara kita vang
berdasarkan pada_ Ketuhanan vang Maha Esa. Sehingga, konsekuensinya setiap
orang vang berwarga negara Indonesia ketika bersumpah di pengadilan harus

mengeunakan nama Tuhan, meskipun nama Tuhan tersebut dikembalikan kepada

=
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keyakinan agama dan kepercayaannya masing-masing (sebagai contoh, bagi yang
beragama Islam, sumpah dilakukan dengan kalimat “Demi Allah, saya bersumpah
......... " bagi yang beragama Katolik, sumpah diucapkan dengan kalimat “Demi
Tuhan, saya berjanji ......... kiranya Tuhan menoloﬁg saya”; bagi yang beragama
Kristen Protestan dengan kalimat “Demi Tuhan saya bersumpah ......... Kiranya
Tuhan menolong saya™ bagi vany beragama Budha dengan kalimat “Demi sung
Adhi Budha saya bersumpah ......... “ bagi yang bergama Hindu dengan kalimat
“Oom Atah Paramawiscsa, sayva bersumpah ... “).? Pada hal dalam kitab
undang-undang hukum acara itu sendiri scbenarnya dalam bersumpah tidak harus
mengucapkan nama Tuhan. Hal ini dapat dimaklumi karena baik HIR, RBg
maupun BW yang dijadikan sumber rujukan hukum acara perdata di Indonesia
adalah produk/warisan kolonial sehingga nampak sekuler. Sedangkan dalam
hukum Islam, semua orang vang bersumpah baik itu orang Islam sendiri maupun
orang sclain lslam, bahkan orang kafir (tidak beragama) apabila bersumpah di
pengadilan Islam harus atas nama Allah ataupun dengan nama-nama maupun
sifat-sifat yang dikhususkan hanya kepada Allah. Hal ini dimaksudkan oleh para
ulama bahwa semua orang ketika menyelesaikan perkara hukum harus dengan
hukum Allah sebagaimana tersebut dalam surat al-Maidah ayat 49 yang
menyatakan ;|

1S e, L fa-"'-'"/ R ,
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A Mukti Artha, Prakick Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar,
yogyakarta, 1996, h. 180-181.




Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka
menurut apa yang ditentukan oleh Allah, dan janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu mereka™’

Ditegaskan pula dengan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan Ibn *Umar :
-~ P s : - - e

4 ——Ju_u;';_m*.hk/_m_v_egjl_w-m

-

Artinya : “Barang siapa bersumpah atas nama selain Allah maka ia akan
menjadi musyrik.”

Jadi menurut hukum Islam, fugahd® telah sependapat bahwa sumpah yang
dapat menetapkan suatu gugatan atau menghapuskannya adalah sumpah dengan
nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia.’

Adapun dilihat dari segi orang yang melakukan sumpah, pada prinsipnya
baik dalam hukum Islam maupun hukum acara perdata sumpah harus dijalankan
sendiri oleh pihak yang bersumpah. Hanya saja dalam hukum acara perdata
memberikan pengecualian, yakni boleh diwakilkan karena sebab yang penting,
sebagaimana tersebut dalam pasal 157 HIR yang menyatakan :

“Sumpah itu, baik yang diperintahkan oleh hakim, maupun yang diminta
atau dikembalikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain harus dijalankan
sendirl, kecuali kalau karena sebab yang penting, pengadilan negeri
memberi izin kepada satu pihak, akan menyuruh bersumpah seorang
wakilnya yang dikuasakan untuk mengangkat sumpah itu, maka kuasa itu

hanya boleh diberi dengan akta otentik yang dengan seksama dan cukup
menyebutkan sumpah yang akan diangkat itu.”

¥ Departemen Agama R.1., Al-Qur’an dan Terjemahnya, Gema Risalah Press, Bandung,
1993, h. 168

" Abi Dawud Sulaymin ibn al-Asy’as al-Sijistani, Sunan AbF Diwud, Juz 11, Dar al-Fikr,
Beirut, 1994 h. 98. Adapun sanad hadis ini dapat dilihat pada halaman 48,

® Abli al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Qurthubi al-
Andalusi, Biddyat al-Mujtakid wa Nikdypat al-Mugtashid, Juz II, Dar lhyd' al-Kutub al-
‘Arahi}j.rah, Indonesia, t. th., h. 349,

“R. Tresna, Kementar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h. 137,
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Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada pengecualian, pelaku sumpah itu sendiri
vang harus bersumpah dan tidak boleh diwakilkan, karena sumpah tersebut
menvangkut tanggungan diri pribadi vang bersumpah itu sendici maupun
menyangkut agamanva (tanggung jawabnya kepada Allah). Oleh karenanya
sumpah vang diwakilkan tidak sah menurut hukum Islam’

Adapun mengenat dasar hukum sumpah sebagai alat bukti, antara hukum
Islam dengan hukum acara perdata jelas berbeda. Dalam hukum Islam, dasar
hukum vang utama dijadikan sebagar pijakan adalah al-Qur’an dan Sunnah Nabi
saw, {w/-hadis), leratama avat-avat maupun hadis-hadis yang berkenaan dengan
masalah sumpah (a/-vamin) Dan kedua sumber hukum tersebut para ulama
menggali hukum (esembath af-hukm), dalam hal ini mengenai permasalahan
sumpah sebagai alat bukti. Dari hasil ijrifidd para ulama, lahirlah berbagai
pendapat tentang berbagai persoalan vang menyangkut sumpah sebagai alat buku,
baik 1tu berupa pendapat-pendapat vang menjad: kesepakatan para ulama maupun
berupa pendapat-pendapat vang berlainan satu sama lain atau masth menjadi
perselisihan di antara mereka. Jadt, baik al-Qur'an maupun hadis Nabi sebagai
sumber utama dan hasil grihdd para ulama/para pakar hukum [slam inilah yang
dimaksudkan dalam penelitian ini sebagai “hukum Islam”. Sedangkan dasar
hukum sumpah sebagar alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia adalah

BW (Burgerlijke Wetboek), HIR (Herziene Indonesisch Reglement), RBg

T Wahbah al-Zubayit, al-figh af-fsfami wa Addihoodh, juz VI b 597, “Ala al-Din Abial-
Hasan “Ali tbn Khalil al-Tharibasi, Ma e al-Fekkém, Makiabak Mushthali al-Babi al-Halabi wa
Awladuh, Nesir, 1973 h 67




(Reglement  Buitengewesten), kebiasaan-kebiasaan  praktek  penyelenggaraan
Peradilan. termasuk dari Surat-surat Edaran dan Petunjuk dani Mahkamah Agung.®
B. Macam-macam Sumpah

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pengertian mengenal macan-
macam sumpah sebagai alat bukti dalam hukum Islam dan hukum acara perdata
sebagaimana telah dijabarkan pembahasannya masing-masing pada bab terdahulu.
Adapun letak persamaan dan perbedaannya dapat dikemukakan sebaga berikut :
| Macam-macam sumpah dilihat dari segi orang yang mengucapkan sumpah.

Sumpah sebagai alat bukti, baik dalam hukum [slam maupun hukum acara
perdata sama-sama mengenal dan mengakui adanya sumpah vang dilakukan oleh
pihak tergugat maupun sumpah yang dilakukan pihak penggugal. Hanya saja,
dalam hukum acara perdata sumpah sebagai alat bukti menjadi hak baik pihak
penggugat maupun pihak tergugat. Adapun sumpah sebagai alat bukti dalam
hukum Islam pada dasarnya adalah merupakan hak pihak tergugat (vang disebut
juga dengan sumpah aslh), vakni sumpah yang dikemukakan lergugat aas
permintaan hakim yang didasarkan atas adanya tuntutan/gugatan dan penggugat
Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi yang telah disebutkan pada pembahasan
terdahulu, vang menvatakan “..... al-vamin ald al-mudda'd ‘aluvh (sumpah
adalah huk bag 'Lr:rgu;_;;m".'J Scdangkmf sumpah bagi penggugat dalam hukum
lstam. terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqahd’ terutama mengenat hal

kil (ketika tereugat menolak untuk bersumpah) vang kemudian tergugat

© Reihan A, Rasyid, Huken Acara Peradtfan Agame, RajaGratindo Persada, Jakarta,
1998, b 141

Y Lihat, Ab al-Husavn Muslim ibn al-Hajiai al-Qusyayri al-Naysabiri, Shrethile Mustin,
iz 11 Dir al-Fikr, Beingt, 1993 b 129 Dapat dilihat puls padz | Abu Dawud Sulavman ibg al-
Ay s ibeSistand, Seen AB7 Deved, Juz 11, Dieal-Fiks, Beirut, 1994 h. 159
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mengembalikannya kepada penggugat untuk bersumpah, Dalan hal ini jumhir
fuqaha’  menctapkan  kebolchan  mengembalikan sumpah kepada pihak
penggugat,’" yang berarti ada hak sumpah bagi penggugat. Sedangkan menurut
ulama Ilanafivyah dan andbilah, mercka tidak membolehkan mengembalikan
sumpith kepada pihak penggugat, di mana mereka berpendapat bahwa semua jenis
sumpah hanya menjadi hak (dibebankan) pada pibak tergugatiorang  yang
mehgmghan gugatan,

2 Macam-macam sumpah dilibat dari segi fungsinva,

Di antara macam-macam sumpah dilihat dari segi fungsinya vang terdapal
dalam hukum Islan dan hukum acara perdata, vang dapat dilihat dari segi
persamaan dan perbedaannya adaiah
A Sumpab pelenghap penambah.

Buik hukum Islam maupun hukum acara perdata sama-sama mengenal
sumpah pelengkap/penambab sebugai alat bukt. Sumpah clengkap 1 dalam
hukum Istam disebut atau dinamakan clf-yomia al-ictzhicde ataw of-vamin al-
sseiseiy. vakni sumpah penggugat atas twntutan hakim untuk menghilangkan
Leragian terhadap diri pengeugat setelah iz mengemukakan alat-alat Bukit vang
dibwtahkan untuk menceuhkan pugatannya Jadi sumpah ini dalam hukum Islam
berfungsi menyempurnakan afat bukti lain. scperd menyempurnakan bukt

i i .
kesaksian, ™ Sedang menurut istilzh hukum acare perdata, sumipah pelengkap

" Wahbah al-Zubayli, al-ligh ai-isteimé wa Sddilanh, juz V1. b 605,

U fhid ;. Almad cAbd al-Naw'im al-Babi. M Dhardig al-fsldt fioal-Sverielt wa eil-
O, Dar al-Fikr al-"Arabd, vip 1905, h 21, 49-50

i ahbuh ab-Aubiot el foapit -l wa deftiin, boolvl, Libai pula, NMuohammad i
Nisus wl-Wal, Mk af-Alha i Tahitat al-Hekkcen, Dar ol sl s Baeat, e
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(suppletoir eed) ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya
kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi
sengketa sebagai dasar putusannya (pasal 155 HIR, 1940 BW)." Adapun
persamaan hukum Islam dan hukum acara perdata dalam memandang sumpah
pelengkap/tambahan ini adalah sama-sama memberikan batasan sebagai sumpah
yang diperintahkan oleh hakim untuk melengkapi alat bukti yang masih kurang
atau untuk menambah keyakinan hakim. Hanya saja, di dalam hukum Islam
sumpah pelengkap yang diperintahkan oleh hakim ini hanya berlaku bagi pihak
penggugat,” sedangkan dalam hukum acara perdata dapat diperintahkan oleh
hukim kepada salah satu pihak (baik itu pihak penggugat maupun tergugat).
Dalam hukum acara perdata, mengenai pihak manakah yang diperintahkan untuk
bersumpah suppletoir, terserah sepenuhnya kepada hakim yang mempunyal
inisiatif untuk membebani sumpah dan pihak yang diperintahkan oleh hakim
untuk bersumpah suppletoir tidak boleh mengembalikan sumpah suppletoir
lersebut kepada lawannya, ia hanya dapat menolak atau menjalankanya (pasal
1943 BW)."

Di samping ity, ada perbedaan antara istilah sumpah pelengkap (vamin al-
istizihdr) menurut hukum Islam dengan sumpah pelengkap (suppletowr eed)

menurut hukum acara perdata. Menurut hukum acara perdata, sumpah pelengkap

R, Tresna, Komentar HIR (Reglemen Hukum Acara di dalam pemeriksaan di muka
Pengadilgn Negeri), Pradnya Paramita, Jakarta, Cet, XV, 1996, 1135, R. Subekti dan R,
Titrosudibio, Kiab Undang-undang Hukwm Perdata (Terjemaban Burgerlijk Wethoek), Pradnya
Paramita, Jakarta, Cet. XXV, 1992, h, 408.

" Sumpah pelengkap/ tambahan yang dalam hukum Islam identik dengan al-yamin al-
istizhhdr menurut fugahd' dikategorikan sebagai salah satu dari macam-macam sumpah yang
dilakukan oleh penggugat (yamin al-mudda'i). Lihat, Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Isidmi wa
Adiflatnf, b 600-601,

" R Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukwn Perdata (ferjemehean
Burgerlijk Wetbaek), b 409,
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itu adalah sumpah yang divcapkan oleh salah satu pihak atas perintah hakim
karena alat bukti minimal dimana hakim belum cukup untuk memutuskan perkara,
misalnya baru ada satu orang saksi saja. Menurut hukum acara perdata, kalau alat
bukti minimal untuk dapatnya hakim memutus telah cukup, hakim tidak bolch lagi
memerintahkan pihak untuk mengucapkan sumpah pelengkap tersebut Dengan
kata lain, apabila alat buktinya cukup lengkap hakim tidak boleh memerintahkan
atau membebani sumpah suppletoir, demikian pula tanpa adanya bukti sama
sckali. Dalam hukum acara perdata, sumpah pelengkap (suppletoir eed) im
mempunyai fungsi menyelesaikan perkara, mempunyai kekuatan pembuktian
scmpurna, dan masih memungkinkan adanya bukti lawan. Oleh karena sumpah
pelengkap ini menempati atau menggantikan satu alat bukti lainnya, maka kalau
di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa sumpah terscbut palsu (berdasarkan
putusan hukum pidana), sedangkan putusan telah memperoleh kekuatan hukum
yang pasti maka terhadap putusan itu dapat dimintakan peninjauan kembali ke
Mahkamah Agung.'® Sedangkan menurut hukum Islam, sumpah pelengkap yang
disebut af-yamin ue’-f:vf!:izfzc?r, bukan berarti karena alat bukti minimal untuk
dapatnya hakim memutus perkara belum mencukupi, melainkan untuk
menguatkan alat bukti minimal yang telah cukup (misalnya, telah ada bukti
kesaksian dari dua orang saksi laki-laki mengenal gugatan harta benda yang
berkenaan dengan hak orang yang telah mati)."” Jadi fungsi sumpah di sini adalah

sebagal peneguh/pertimbangan hakim (sikap kehati-hatian hakim) dalam memutus

" Sudikno Mertokusumo, FHukum Acara Perdaia Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1999,

h.155-156.
'" wWahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islimi wa Adiflatuh, h. 601.
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suatu perkara. Oleh karenanya walaupun dapat dibuktikan di kemudian hari
bahwa sumpah pelengkap/tambahan ttu palsu, ia sama sekali tidak dapat
mempengaruhi apa-apa terhadap putusan yang telah diambil.

b. Sumpah pemutus '

Sumpah pemutus (decisoir eed) dalam hukum acara perdata adalah
sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya.
Sumpah pemutus/decisoir ini dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak
ada pembuktian sama sekali, sehingga pembebanan sumpah decisoir ini dapat
dilakukan pada setiap saat selama pemeriksaan di persidangan (pasal 156 HIR,
1930 BW)."® Pihak yang diminta lawannya mengucapkan sumpah disebut
deferent, sedang pihak yang harus bersumpah disebut delaat. Akibat
mengucapkan sumpah decisoir ialah bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan
sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah
itu palsu, tanpa mengurangi wewenang jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah
palsu, sshingga merupakan bukti yang bersifat mznentukan, yang berarti bahwa
deferent harus dikalahkan tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti
lainnya. Siapa yang dibebani sumpah decisoir tetapi menolak dan tidak juga
mengembalikan sumpah kepada deferent atau siapa yang memerintahkan pihak
lawan untuk bersumpah, maka ia akan dikalahkan.'” Contoh kongkritnya sebagai

_berikut : penggugat menggugat tergugat tetapi penggugat sudah tidak mampu

' B_ Tresna, Komentar HIR (Reglemen Hukum Acara di dalam pemeriksaan di muka
Pengadilan Negeri), h.136; R. Subekti dan R. Tijitrosudibio, Kitadb Undang-undang Hukum
Perdata (Terjemahan Burgerlifk Wetboek), h. 407.

' Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1999,
h.158-159.



membuktikan dengan alat-alat bukti lain melainkan ia meminta kepada tergugat
agar tergugat bersumpah. Jika tergugat bersumpah maka penggugat kalah. Bisa
juga tergugat mengembalikan sumpah itu kepada penggugat (yang tentu saja
bunyi redaksi sumpahnya sebagai kebalikan dari bﬁnyi redaksi sumpah yang
dimintakan tadinya kepada tergugat). Kalau penggugat bersumpah maka tergugat
kalah. Sumpah yang diucapkan oleh tergugat atau yang diucapkan oleh penggugat
jni, dinamakan sumpah pemutus. Rumusan bunyi redaksi sumpah tentu saja
menurut redaksi dan pihak yang meminta dan kalau permintaan sumpah pemutus
itu dikembalikan ke pihak lawannya maka redaksinya menurut pihak yang
mengembalikan itu.

Pengertian sumpah pemutus/decisoir sebagaimana dimaksudkan oleh
hukum acara perdata di atas dalam hukum Islam hampir identik dengan istilah a/-
hilf ‘ald al-batt atau al-yamin ‘ald al-batt (yang berarti sumpah pemutus).
Mayoritas fuqahd’ sependapat bahwa seseorang yang berperkara diperbolehkan
melakukan sumpah pemutus ( ‘a/d al-bart) mengenai perbuatannya sendiri baik itu
becupa penetapan (isbdr) maupun pengingkaran (nafy’).”° Hanya saja, hukum Islam
tidak menentukan bahwa sumpah tersebut harus berdasarkan permintaan salah
satu pihak kepada lawannya sebagaimana ketentuan sumpah pemutus dalam
hukum acara perdata. Jadi sumpah pemutus dalam hukum Islam bisa terjadi atas
inisiatif masing-masing pihak yang berperkara, atau bisa dilakukan atas
permintaan salah satu pihak, ataupun berdasar atas permintaan hakim. Demikian

pula mengenati redaksi sumpah pemutus (yamin ‘ald al-batt), dalam hukum Islam

% Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islémi wa Adillatuh, h. 524.
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tidak menentukan harus berasal dari pihak yang menyuruh bersumpah seperti
yang ditentukan dalam hukum acara perdata. Dengan demikian hukum Islam
membolehkan redaksi sumpah ini berasal dari pihak yang bersumpah itu sendiri
maupun ditentukan oleh hakim. |

Adapun persamaan antara hukum Islam dan hukum acara perdata
mengenai sumpah pemutus ini adalah bahwa dalam hal sumpah dibebankan oleh
salah satu pihak kepada lawannya, maka pihak yang disuruh bersumpah boleh
memilih alaternatif . bersumpah, menolak untuk mengucapkan sumpah (dalam
istilah hukum Islam disebut al-nukil) dengan tanpa mengembalikan sumpah
kepada pihak lawannya, atau menolak mengemukakan sumpah dan
mengembalikan sumpah tersebut kepada lawannya (istilah hukum Islam disebut
al-nukél ma'a radd al-yamin) dengan akibat hukumnya masing-masing. Hanya
saja, kalau dalam hukum acara perdata dinyatakan bahwa jika pihak yang disuruh
bersumpah mau melekukan sumpah maka lawannya akan dikalahkan dan
sebaliknya jika yang disuruh bersumpah menolak ja akan dikalahkan; tidak
demﬂq’an halnya dengan hukum lsl_am. Dalam hukum Islain otoritas untuk
menentukan pihak mana yang dimenangkan atau dikalahkan tidak semata-mata
digantungkan oleh para pihak yang berperkara, tetapi hakim memiliki keleluasan
dan kebijakan untuk menilai dan memutuskan perkara berdasarkan berbagai
pertimbangan yang telah diyakininya. Di samping itu, jika dalam hukum acara
perdata sumpah pemutus/decisoir bersifat menentukan dan tanpa ada

kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lainnya, maka hukum Islam (dalam hal




ini mayoritas fugahd') masih memungkinkan diajukan alat bukti lainnya jika
memang diyakini ada.
¢. Sumpah Penaksiran

Tentang sumpah penaksiran ini, hukum acara perdata memberikan
pengertian yang khusus, yakni sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena
jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian
(pasal 155 HIR, 1940 BW). Istilah yang khusus mengenai sumpah penaksiran
sebagaimana dimaksudkan dalam hukvm acara perdata tersebut sebenarnya tidak
didapatkan dalam literatur hukum Islam. Hanya saja kalau dilihat pelaku sumpah
menurut hukum acara perdata adalah ditujukan kepada penggugat dan
diperintahkan oleh hakim, imaka sumpah penaksir ini jika dibandingkan dengan
hukum Islam bisa dimasukkan atau merupakan bahagian dari macam sumpah
penggugat (yamin al-mudda’i) yang berbentuk yamin al-istizhhdr. Yakni sama-
sama sebagai peneguh bagi keyakinan hakim untuk memutus perkara berdasarkan
bukti yang telah ada pada penggugat, meskipun dalam hukum Islam yamin al-
istizhhdr tidak dibatasi hanya pada masalah penaksiran/penentuan jumlah uang
ganti kerugian (di sinilah letak perbedaanya). Namun, jika dilihat dari syarat
sumpah penaksiran dalam hukum acara perdata bahwa sumpah tersebut baru dapat
dibebankan oleh hakim kepada penggugat apabila penggugat telah dajaat
membuktikan haknya atas ganti kemgié.n, maka dalam hal ini tidak didapatkan

ketentuannya dalam hukum Islam.
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C. Kekuatan dan Akibat Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti

Menurut hukum Islam, Fugahd' (termasuk para imidm mazhab empat)
bersepakat bahwasanya orang yang bersumpah berarti ia melakukan sumpah
pemutus (‘ald al-batt wa al-gath’) atas perbuatannyaksendiri, baik itu mengenai
hal penetapan ataupun pengingkaran (misalnya seseorang bersumpah : “Demi
Allah sungguh saya telah membelinya, atau Demi Allah sungguh saya tidak
menjualnya™). Sesungguhnya manusia itu lebih tahu akan perbuatan-perbuatan
dan hal ihwalnya sendiri, oleh karenanya sumpah baginya merupakan hwujjah yang
memiliki kekuatan pemutus. Jadi semua sumpsah dalam hukum Islam adalah
memiliki kekuatan pemutus kecuali mengenai pengingkaran/peniadaan perbuatan

orang lain.”' Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw. yang menyatakan
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(Dengan Jalur sanad) Abt Dawud <=> Mahmid ibn Khilid <=> al F:ryabl
<=> al-Hans ibn Sulaymin <=> Kurdls <=> al-Asy’as ibn Qays
meriwayatkan, bahwasanya ada seorang laki-laki dari suku Kindah dan
seorang laki-laki dari suku Hadramit mengadu kepada Nabi saw mengenai
persengketaan tanah di Yaman. Kata orang Hadramiit : wahai Rasulullah,
sungguh tanah saya telah dirampas oleh ayahnya orang ini dan tanah
tersebut berada dalam kekuasaannya. Rasulullah berkata : apakah kamu
mempunyai bukti? Ia menjawab : tidak, tetapi akan saya minta dia untuk
~ bersumpah, Demi Ailah yang Maha Agung, dia tidak tahu bahwasanya tanah
saya telah dirampas oleh ayahnya. Kemudian orang Kindah tersebut hendak
melakukan sumpah, lalu Rasulullah saw berkata - Seseorang hendaknya

—

*' Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Istdmi wa Adillatuh, Dar al-Fikr, Beirut, 1989, juz VI,
h. 524, 591,
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tidak bersumpah dalam urusan harta, kecuali dia takut kepada Allah dan ia
tidak punya bukti. Sefanjutnya, orang Kindah itu berkata : tanah itu memang
miliknya (orang Hadramat)” >
Adapun kekuatan hukum sumpah menurut hukum Islam dapat dibedakan
menjadi 3 : sumpah penggugat, sumpah tergugat, sumpah al-istisdg atau ai-
istizhhar.

a. Sumpah penggugat menurut jumhir fugahd' selain Hanafiyyah bahwasanya
sumpah dari penggugat yang disertai dengan seorang saksi dapat menetapkan
hak atas sesuatu yang dijadikan obyek sumpah.

b. Jumhir fuqﬁf;é' selain Malikiyyah bersepakat bahwasanya sumpah dari
tergugat dapat mengakhiri perselisthan/pertentangan antara kedua belah pihak
dan dapat menggugurkan gugatan. Adapun terputusnya persengketaan dan
tuntutan bersifat seketika itu, bukan bersifat mutlak; akan tetapi bersifat
temporer sampai berakhirmya batas waktu untuk menghadirkan suatu bukti (al-
bayyinah). Dengan demikian tergugat belum bebas sama sekali dari
tanggungan mengenai suatu hak, karena masih ada kemungkinan pihak
penggugat untuk menetapkan gugatannya dengan cara yang lain. Sedangkan
ulama Malikiyyah berpendapat bahwa sumpah pihak tergugat dapat
menggugurkan dakwaan/gugatan secara mutlak, oleh karenanya pihak
penggugat tidak bisa mengemukakan alat bukti setelah putusnya perkara
dengan sumpahnya tergugat, kecuali karena adanya ‘uzur seperti lupa, atau

tidak tahu adanya kesaksian kemudian ia baru tahu adanya kesaksian setelah

* Abii Dawud Sulaymén ibn al-Asy'as al-Sijistini, Sunan Abf Déawud, Juz 11, Dir al-
Fikr, Beirut, 1994, h, 95-97.
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putusnya perkara dengan sumpah. Dalam hal seperti ini, bukti yang
dikemukakan penggugat tersebut menurut Malikiyyah dapat diterima, hanya
saja ia harus bersumpah atas adanya uzur tersebut. >

¢. Fugahd' sependapat bahwa Sumpe:h m'-istr‘zhha‘rz’a?—:‘sﬁgéq bukan merupakan
dalil untuk menetapkan suatu perkara. Sumpah ini hanyalah sebagai tambahan
penguat dan peneguhan/kemantapan bagi hakim untuk memutus perk_ara
setelah adanya alat-alat bukti yang dikemukakan oleh penggugat, karena pada
prinsipnya hakim: harus berhati-hati terhadap perkara yang diajukan
kepadanya.

Adapun mengenai kekuatan dan akibat hukum dari alat bukti sumpah
menurut hukum acara perdata adalah tergantung pada masing-masing bentuk
sumpah yang diatur atau diakui dalam hukum acara perdata sebagai alat bukti,
yakni sumpah pemutus (decisoir eed), sumpah pelengkap (suppletoir eed) dan
sumpah penaksiran (aestimatoir eed) sebagaimana yang diatur dalam pasal 155-
158, 177 HIR, pasal 182-185, 314 RBg dan pasal 1929-1945 BW yang masing-
masing telah diuraikan pada pembahasan terdahulu. Namun secara keseluruhan
dari macam-macam sumpah tersebut dalam hal kekuatan dan akibat hukumnya
sebagai alat bukti menurut hukum acara perdata adalah memiliki karakter sebagai
berikut :

1. Apabila salah satu pihak bersumpah, pihak yang lain mesti menerima sumpah
itu sepenuhnya.

2. Sumpah bersifat “final” terhadap penyelesaian perkara.

B Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islimi wa Adillatul, juz IV, h. 606-607.
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3. Tidak ada kewajiban lagi bagi pihak yang bersumpah untuk menambah alat
bukti lain atas kebenaran isi sumpah.
4. Pihak lawan tidak boleh berusaha membuktikan bahwa isi sumpah bohong atau
palsu, kecuali melalui proses perkara pidana.
Jadi, dalam hukum acara perdata, pada alat bukti sumpah melekat nilai kekuatan
pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Pada dirinya dengan
sendirinya menurut hukum sudah Itercapai batas minimal pembuktian, dan tidak
memerlukan dukungan dari alat bukti yang lain.**
Demikian pemaparan mengenai persamaan dan perbedaan sumpah sebagai

alat bukti dalam hukum Islam dan hukum acara perdata.

B\ Lihat, M. Yahya Harahap, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,
R ca Kartini, Jakarta, 1997, h. 335-336.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Bertolak dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, yang penulis rasa
sudah cukup dalam mengupas tentang seluk beluk sumpah sebagai alat bukti,
maka pada bab terakhir dari penelitian ini penulis dapat memberikan beberapa
catatan kesimpulan sebagai berikut :

1. Baik dalam hukum Islam maupun hukum acara perdata mengenal adanya alat
bukti dalam pembuktian di peradilan. Alat bukti hukum Islam sebagaimana
terdapat dalam beberapa literatur hukum Istam banyak macamnya dan
jumlahnyapun berbeda-beda di antara fuqahd' berdasarkan ijtihad mereka
masing-masing. Hanya saja yang sering disebutkan di antaranya adalah : al-
igrar (pengakuan), syahddah (kesaksian), al-yamin (sumpah), garinah.
Sedangkan dalam hukum acara perdata alat bukti yang diakui jumlahnya secara
sah dan sudah pasti yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

2. Sumpah adalah salah satu alat bukti yang secara sah terdapat dalam hukum
Islam dan hukum acara perdata. Mengenai sumpah sebagai alat bukti antara
hukum Islam dan hukum acara perdata terdapat beberapa persamaan dan
perbedaan baik mengenai pengertian sumpah, macam-macamnya dilihat dari
segi pelaku sumpah maupun dari segi fungsinya dan mengenai kekuatan serta

akibat hukum sumpah.
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3. Meskipun dari dua sistem hukum yang berbeda, secara garis besar ketentuan-
ketentuan mengenai sumpah sebagai alat bukti antara hukum Islam dan hukum
acara perdata tidak jauh berbeda satu sama lain, meskipun terdapat beberapa
perbedaan pemakaian istilah karena memang ditulis}diungkapkan dalam bahasa
yang berbeda. Demikian pula, ketentuan-ketentuan perihal sumpah sebagai alat
bukti dalam hukum acara perdata temyata secara prinsipil tidak banyak

_ pertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam hukum Islam,
bahkan dalam hal-hal tertentu selaras dengan pendapat di kalangan fugahi'
mazhab tertentu dalam bidang hukum Istam,

B. Saran-saran

1. Hal ihwal mengénai pembuktian (termasuk di dalamnya mengenai sumpah
sebagai alat bukti) ternyata telah diatur dan dibahas secara panjang lebar di
dalam literatur-literatur hukum Islam. Hal ini sebenamya dapat dijadikan
materi yang sangat berharga bagi para pakar hukum Islam khususnya di
Indonesia untuk melakukan kajian sccara serius dalam rangka menyusun
pedoman hukum acara Islam sebagai acuan bagi peradilan agama di Indonesia.
Hal ini memang tidak mudah, oleh karenanya memerlukan dukungan dari
berbagai pihak baik dari kalangan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif
maupun para ulama dan umat Islam di Indonesia.

2. Karena hingga saat ini hukum acara yang diterapkan atau diberlakukan di
peradilan agama adalah mempedomani hukum acara yang diberlakukan di

j:eradilan umum (negeri), yakni hukum acara perdata; oleh karenanya para

hakim di pengadilan agama hendaknya secara lebih selektif dzlam mengacu




kepada materi hukum acara perdata dan meninggalkan aturan-aturan yang
secara prinsip tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal pembuktian
(termasuk salah satunya mengenai hal sumpah sebagai alat bukti yang menjadi
fokus penelitian ini), para hakim di peradilaﬁ agama seharusnya juga
menguasai materi-materi yang terdapat dalam hukum Istam untuk dapat
disesuaikan dengan konteks kekinian atau konteks masyarakat di Indonesia.

3. Diharapkan kepada para peneliti, termasuk rekan-rekan mahasiswa Syari’ah
dapat meneruskan penelitian-penelitian serupa ini secara lebih mendalam
terutama yang berkenaan dengan masalah adanya banyak persamaan materi
antara hukum acara perdata dan hukum Islam, sehingga dapat diteliti secara
lebih jauh mengenai hubungan historis hukum acara perdata (warisan kolonial
Belanda) dengan hukum Islam, karena hukum Islam yang diijtihadkan oleh
para fugahi' sudah ada jauh sebelum adanya undang-undang hukum acara
perdata di Barat (termasuk dalam hal ini hukum acara perdata Eropa Barat yang
diberlakukan di Indonesia sebagai warisan kolonial Belanda).

Alhamdulilléh Rabb al-’dlamin yang hanya dengan hidayah, rahmat dan
inayah-Nya segala kehendak dan tujuan serta cita-cita seorang insan dapat
tercapal, sehigga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan segala
kekurangan dan keterbatasan.

Penulis yakin sepenuhnya bahwa masih banyak kelemahan dan
kekurangan dalam penelitian ini semata-mata karena persiapan dan khazanah

pengetahuan serta pengalaman penulis yang masih teramat dangkal. Untuk itu
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tegur sapa, kritik dan saran-saran demi kesempurnaan penelitian ini sangat penulis
harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah jua penulis berserah diri serta mohon maaf
atas segala kekhilafan. Penulis berharap semoga pcnelfﬁan yang sangat sederhana
ini dapat bermanfaat khususnya pada diri penulis sendiri dan umumnya bagi para

pembaca serta dapat menjadi sumbangsih bagi kepustakaan Islam.

Penulis
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f,-j No.- 08/Pan. Prospek/STAIN/VIII/ 1997
o Diberikan Kepada :
h,- Khumairo'Nurmi Utami

Sebagai

PESEALTA

Atas partisipasinya dalam pelaksanaan Program Studi dan Pengenalan
Kampus (PROSPEK) yang dilcksanakan pada tanggal 20 - 23 Agustus 1997
dengan predikatnilai B (B A T K )

Semoga penghargaan ini bisa dijadikan pemacu prestasi dimasa yang

akan datang.
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DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA [SLAM NEGER1 PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26/ KP / PP009 / 11 / 2000

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto, nomor 61 Tahun 2000, tanggal 11 Juli 2000. Pusat
Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengar
ini memberikan sertifikat kepada :

Narvia Khumairo KU

Nemor Induk Mhs. :
Jurusan : $}&rlﬁh

Yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto
di :
Desa v TPUMETEIME o e e e e R R A R

Kecamatan - Kebasen

Kabupaten - Eiphpzz IIHE.ECT@@E Banyumas—Jawa Lengal'*

Selama 45 hari, dari tanggal 20 Juli sampai 5 September 2000. dan dinyatakan
LULUS, dengan nilai : .........87 . CA 2.
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah menglkutt KKN STAIN, juga
sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqgasyah skripsi.

PURWOKERTO, 20 SEPTEMBER 2000

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
STAIN PURWOKERTO




